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TENTANG
 

BASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG W1LAYAH
 

TAHUN 2017·2037
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 400 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 18 sampai dengan 
Pasal 23 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubemur 
Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Tahun 2017-2037; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2017; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penetapan Kawasan Khusus; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk 
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

MemperhatikaD: 1. 
/~ 

2. 

3. 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Pulau Sumatera; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Daerah; 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan 
Rencana Tata Ruang Kabupateu/Kota 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 
2009-2029; 

Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/575/Bangda 
Tanggal 3 November 2017 perihal Hasil Konsultasi Dalam 
Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat; 

Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Substansi dan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 
11 September 2017; 

Berita Acara Rapat Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 
2 November 2017; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR 
BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
TAHUN 2017-2037. 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 
2017-2037 sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Bupati Pesisir Barat bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat 
segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempumakan 
dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi, Rancangan 
Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register 
Rancangan Peraturan Daerah dati Gubemur. 



KEEMPAT 

KELIMA 

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 23 November 2017 

GUBERIruR LAMPUIfG. 

M. 

Tembusan: 
1. Menteri Koordinator Perekonomian RI; 
2. Menteri Dalam Negeri RI; 
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI; 
4. Menteri Perencanean Pembangunan Nasional/ KepaJa Bappenas RI; 
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; 
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung; 
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat; 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/589/B.02JHK/2017 
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2017 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
TENTANG RENCANA TATA RUANG W1LAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017.20-.::.37'------_-----,, --:-=--cc-­ _ 

No. I Materi Raoerda Rumusan Rumu8ln PenV8IDDUrnaan 
1 I 2 3 4 5 

1. I Judul BUPATI PESISIR BARAT BUPAn PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG 

RANCANGAN RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

NOMOR TAHUN2017 NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH fI.AIlYPA+I!~1 Pl!illillR iARA:r 
KAQblI2A+~1 PiSI81R RAP-AT TAHUN 2017 - 2037 

TAHUN ~Qlli ~Q31i 

2 Konsideran Menimbang Menimbang: a. bahwa untllk mengarahkan pembangunan eli Kabupalen I Menimbang a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 
Pesisir Baral dengan memanfaatkan ruang wilayah Kabupalen Pesisir Baral dengan memanfaatkan 
secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, ruang wilayah secara berdaya guna, ber1lasil guna, 
seimbang, dan belkelanjutan dalam rangka serasi, selaras, seimbang, dan ber1lelanjutan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rangka meningkalkan kesejahteraan masyarakal dan 
pertahanan keamanan, penu disusun rencana tala pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tala 
ruang wilayah, ruang wilayah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelllrpaduan b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 
pembangunan antar sek1Dr, daerah, dan masyarakal pembangunan anlar seIctor, daerah, dan masyarakat 
maka rencana tala ruang wilayah merupakan ariilan maka rencana tala ruang wilayah merupakan arahan 
lekasi investasi pembangunan yang dilaksanakan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah, masyarakat, danlatau dunia usaha. pemerinlah, masyaraka~ dan/atau dunia usaha; 

c. bahwa dengan dillltapkannya Undang-Undang Nornar c. bahwa dengan dilelapkannya Undang-Undang 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Nomar 26 Tahun 2007 tenlang Penataan Ruang dan 
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Peraturan Pemerinlah Nomar 26 Tahun 2008 
Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke Illntang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupalen, sebagaimana telah diubal1 dengan Peraturan 

d. bahwa berdasiJ1<an per1imbangan sebagaimana Pemerinlah Nomar 13 Tahun 2017, make penu 
dimaksud daiam huruf a, b, dan c di alas per1u penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
membentuk Peraturan Daeriil tenlang Rencana Tata Kabupalen; 
Ruang Wilayah KallupateR PeGisir liural Tahun ~ d. bahwa berdasiJ1<an per1imbangan sebagaimana 
0!03li, dimaksud daJam huruf a, hUruf b, dan huruf c 

tersebut di alas perlu membenbJk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah TaI1un 2017­
2037; 

Judul disempurnakan dengan menghapus lrasa 
Kabupalen Pesisir Sarat dan mengubah 
dimensi waktu perencanaan Rapertla menjadl 
Tahun 2017-2037, dengan adanya perubahan 
dimensi wakyu perencanaan, maka malen 
muatan Rapertla rnaupun matert teknis, album 
peta, dan indikasi program utama dongan 
riroian indikasi program utama dimulai dan 
lahun penelapan 

Konsideran menimbang disempurnakan 
- setiap akhir anak kalimat diberi landa 

baea litikkoma 
- hUruf d dimensi waktu perencanaan 

Raperda diubah menjadi Tahun 2017­
2037 

( " 



1 2 3 4 5 

3 Konsideran Mengingat MengingBt: 4r "'AB8Rg blRSQR~ ~J91R8F ~ TeRtiA ~Q? tBFlteAg PeRgslel8QA wnsy&h 
Pseieir ~BA Pylau Pwlau K8.1 ~bBfA~8FQA ~jBgaF8 Re,UBINt 

Nengingat: 4. ~ 
5._ 

Konsideran Mengingat 
. Angka 4 dihapus karena tidak ada 

IAel9F18~18 TSAUFI ~7 ~JefR9F 94; TliU"l3aR~R bBFR~8F8A N~8E1fQ 8:- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang relevansinya dengan raperda dM 
R81l uhlik IRS8RBBIS NSFR9F 4J.a~ BeMBgilM8RB telM 9Ju13BR 
9BRglilA YASSA! UAflBRg tlsFRBF 1 leRNR ~g11 teF1tsRfI 
P9Fh1~.aR A_ ! 'ASBflg! IFl~8A8 NB"'BF~7 TeJllYR ~gg7 teAtelFig 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
. ,

Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2~ Nomor 4~. 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau­
. 

pulau. kecll ~pak.an. kewenangan 
r;i'sABillelaBA Wilsysh PBsieir BaR Pl:l19Y P"lsY Keeil ~b8MS8F8fl Tambahan Lembarill. Negara RepU~hk Indonesia pemenntah provinsl sesua ketentuan UU 
~IB8BfQ RBJllJI~lih IRr4sReeis lsRlJIR ii!O~ 1 ~i&FAeF ~, TSIfISIi~SR Nomor 4833), sebaaaimana telah dlubah dengan No. 23 Tahun 2014 
b9AlBBf8~ tlsBBRi RIlJ)lJIilih IRdllAssia tIBAlSF~1QQ)j Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentana - Angka 5 dihapus karena UU No. 12 

I "AlhiRg blRdsA! tlSFRSf 1~ 18~l:IR 11Q11 !eAteRI PSlflhsntYlisA Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 merupakan pedoman dalam 
PSMliIRiA PSFl:IAdBRg lJIASSRBIiIR (belfl~8F8R Ns!sF8 R8fJl:Ihlil-i Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah penyusunan pera~UU-an 

IAd8AB~iB +aMliIA.~11 ~18If1SF~, 
~e,ul!li, 1.0.. e~'o ,Ie.." 1i~41; 

+S"'~aRSA bBRo1~BrQfl NS8BJQ Nasional (lembaran Negaa Reoublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 77. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik 

~ Angka 8 dilengkapi dengan perubahan 
PP No, 26 Tahun 2008 

8. Peraluran Pemenntah Nomo~ 26 Tahun 2008 tenlang Renca~a 
Tala Ruang W,layah Nas""al (Lembaran Negara Ropublik
Indonosia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lombaron Negara 

Indonesia Nomor 60421; _Dengan dihapusnya kedua dasar hukum 
' 

~rsebul, mita penuhsannya aga-
Reoublik Indonosia Nomor 4833); 

1----.4+D;;;i;-;ktum---::-M..e:-:rnutu::-:--:cskc-:anc---+-------'-"'=="7.ME:;::M;;Uc;;TU~S:iKA~N2'-------- MEMUTUSKAN; 
d,sesuillkan dengan hlr.rki per-ull-an 

Penulisan Diklum Memutuskan diakhiri 
dengan landa baca titik dua 

5 Diklum Menetapkan Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH j(,A,IlIJJ2i'Ti!~1 Pi!€I€IR IlARH Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA Diktum menelapkan 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH RUANGWILAYAHTAHUN 2017-2037, - Jenisdannamayangleroanlumdalamjudul 
l(,!oi"'PA:rI!~1 ~I!€I€IR 1l~R.o;r :rAIoI"'~1 20li :l93i, Peraluran Daerah dcantumkan lagi ..tolah 

kala Menet~kan lanpa (rasa Kabupalen 
Pesisir Bara!. serta diakhiri dongan landa 
bacatitik, 

- dimensi waklu perencaraen Rapelda diubah 
meniadi TOOun 2017-2037 

6 Ketentuan Umum Pasall Pasall a. Pasal 1. penulisan kala 'Dalam .... 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : disejajarlcan dengan kala 
~. P9fASAA&ah QaeFaR a~alal:l Qw~ati ~aA P8FiRgiiat Qaerah &8~agai YA&YF 2. Pemerintah Daerah adalah Supati sebaaai unsur ·Peraturan.. ..... pada Diktum 

,eR¥eleRBBilRl PelllllriRla~ Qaerah.	 Denvelengga-a Pemerintahan Daerah yang Menetapkan 
3. QewaR PSFwaalaA RiM:yat QaBFah 6slaAjwtAya	 ili&8lnrt QPRQ afjalat:l memirrnin Delaksanaan urusan oemerintahan yang b. Angka 2, 3. dan 34 disempurnakan 

Q~~Q Kabu,ateR ~eGiGir Ilara!.	 menjadi kewenangan daerah otonom, sesuai ketentuan Pasal 1 UU No, 23 
34,	 Balian Koordinasi Penalaan Ruang Daerah, yang selanjutnya 4i6e&ul 3, Dewan Perwakilan Rityat Daerah yang selanjutnya Tahun 2014 

BKPRD alIaiah badan bersilat ad-bee yang dibentuk untuk mendukung disingkat DPRD adalah Iembaga De!Witiian ritya! c. Tala letak penulisan pasal berikutnya 
pelaksanaan Undang-undang Nomer 26 Tahun 2007 lenlang Penataan daerah yang berlcedudukan sebaqai unsur menyesuaikan 
Ruang di Kabupaten Pesisir Bara! dan mempunyai fungsi membantu penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
tugas Bupati dalam koordinasi penalaan ruang didaerah, 34, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang 

selanjutnya disingkat BKPRD adal<t1 badan bersifa! 
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelitsanaan 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 lenlang 
Penalaan Ruang di Kabupaten Pesisir Bara! dan 
mempunyai lungsi membantu tugas Bupati dalamL--'-_________	 koordinasi Denalaan ruana di daerah, --'- --.J

I 

f 
\ 



2

~I Rumg Lingkup, 
Kebijakm, danf-I Penataan Ruang 

l,
 

3 

BA811TUjuan, 
TlIIIIA .... .1t~OI IIIIIAI.l nAM OTDATt:.....1 Ot:"'IATAAr..l 01 III r..u':'!Stralegi 

, . 

Pasal4 
(1)	 Strategi dalam rangka pengembangan pariwisala berbasis wisata alam 

dan bUdaya dengan pembangunan pariwisata yang lerintegrasi dan 
benkelanjutan sebagaimana dimaksud pada PasaI3 huruf a, terdiri atas: 
a.	 meningkatkan sinergilas pariwisata dengan sektor potensial dengan 

konsep agrowiSala, minawisala dan ekowisata; 
b.	 mengembangkan elljok wieata potensial dengan meningkatkan 

aspek pemasa-an paiwisala bagi wisatawan dornestik maupun 
mancanegara; 

c.	 nnengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung 
pengembangan kawasan pariwisata yang bertlJmpu pada 
pengelolaan pariwisata berbasis masyarakal; dan 

d.	 membangun dan meningkalkan infras1llJktur pendukung bagi 
kawasan wisata potensial, 

(2)	 Strategi delam rangka pengembangan sistem permukiman yang 
bemira1<i dan terpadu aolara sistem perdesaan dan perkolaan serta 
pengembangan sistem prasasna wilayah sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdiri alas : 
a.	 mengembangkan pusal pelayanan yang seimbang dan berjenjang 

antar wilayah dengan mengutarnakan pada kawasan priorilas sesuai 
dengan potensi wilayah; 

b.	 membangun dan meningkalkan sistem prasa-ana wilayah yang 
nneliputi praasrana ulama dan prasarana lainnya secara terpadu 
untuk medorong perlumbuhan wilayah; dan 

c.	 Meningkatkan instrumen lata ruang yang nnempertimbangkan daya 
dukung wilayah. 

(3)	 Strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan 
sumber daya lokal berbasis pengelolaan komodttas unggulan nnelalui 
proses industrialisasi modem yang ramah Iingkungan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 huruf c, lerdiri alas : 
a.	 mengembangkan sektor kelartan dan pankanan berbasis wlayah; 
b,	 nnemanfaatkan polensi lahan non produktif seca-a lebih bijaksana 

bagi industri pelikanan dan kelaulan; 

I 

4 5 

8A811 
RUANG lINGKUP, TUJUAN, KE81JAKAN DAN STRATEGI 

PENATAAN RUANG 

Judul 8A8 II diubah sesuai kalanluan Pasal5 
Pannendegn No, 47 Tahun 2012 

Pasal..... 

Pasal4 
(1)	 Slrategi dalam rangka pengembangan paiwisala berbasis wisata 

alam dan budaya dengan pen1langunan pariwisata yang terimegrasi 
dan berXelanjutan sebagalmana dimaksud pada Pasal 3 hunJf a, 
terdiri alas: 
a.	 nneningkatkan sinergilas pariwisala dengan sektor poIensial 

dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata: 
b.	 nnengembangkan dava tarik wisata palensial dengan 

meningkalkan aspek pernasaran pariwisala bagi wisatawan 
domestik maupun mancanegara; 

c.	 nnengembangkan kapasitas rnasyarakal dalam nnendukung 
pengembangan kawasan pariwisata yang bertlJmpu pada 
pengelolaan pariwisata berbasis masyaraka!; dan 

d.	 nnembangun dan meningkalkan infras1llJktur pendukung bagi 
kawasan wisata potensial. 

(2)	 Strategi dalam rangka pengembangan sis1em permukiman yang 
berhira1<i dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan serta 
pengembangan sislem prasarana wilayah 
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 hunJf b, terdiri alas : 
a.	 mengembangkan pUSai pelayanan yang seimbang dan 

berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan 
priorilas sesuai dengan potensi wilayah; 

b.	 membangun dill meningkalkan sislem prasarana wilayah yang 

. Tambahkan Pesal baN yang mangatur 
tanlang ruang lingkup penalaan rumg 
wilayah yang mamual lUang Iingkup wilayah 
adminlslraai, luas dan batas adminislrasi, 
poslsi geografis, danlingkup subalanal sesuai 
katanluan Pennandagn No.47Tahun 2012 

. Dangan adanya panambahan Pasal balU, 
oasaI selaniutnva manvesulakan 

PasaI4 
1.	 Aya! (1) hUM b, frase objek wisata 

diubah menjadi daya tank wisata 
sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 
2009 

2.	 Ayal (4) 
a.	 hUruf a, kala pengolahan dihapus, 

karena berm;j(na industri 
pertanian sehingga rrenjadi semptt 
cangkupannya 

b.	 hunJf b diubah, kaena memiliki 
kesoonaan makna, 

meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secera lerpadu '/
 
untuk nnedorong pertumbuhan wilayah; dan
 

c.	 Meningkalkan instrumen tala ruang yang mempertimbangkan
 
daya dukung wilayah.
 

(3)	 Slrategi pengembangan kawasM minapolitan dengan pengelolaan
 
Sllmber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui
 
proses industrialisasi modem yang ramah lingkungan sebagaimana
 
dimaksud pada Pasal 3huruf c, lerdiri alas :
 
a	 mengembangkan seldor kelautan dan pelikanan be!llasis 

wilayah; 
b, memanfaalkan potensi lahan non produkti! seca-a lebih bijaksana 

" bagi industri perikan~n dan=ke",la=uta=nL: -'- _ 

I 
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c.	 rnengembangkan dan Memanfaatkan 1eknologi rrodem dalam 
pengelolaan industri pelikanan dan kelautan dalam rangka 
peningkatan produktivilas dan rnemiliki nHai ekonomi tinggi; 

d,	 mengualhn pemasaran hasil perikanan dan kelautan mela1ui 
peningkatan sumber daya; dan 

e.	 meningkatkan inslrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi 
industri penkanan dan kelautan, 

(4)	 Stategi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian dalarn I (4) 
mewujudkan agroindustri yang kompe\i1if dan terintegrasi antar sektor 
sebagaimana dimaksud pada Pasal3 hUM d,terdiri alas : 
a.	 mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui 

peningkatan '8AI8Ia~aA kornoditas unggulan; dan 
~.	 fRBRiBrA~aASkil'l iAdwstR 1J8Ag81a~aA hasil h8§iatSA alre 

k9fRsiliia& wAggYlaA ka::a&aA ~aA ketll"~aA pasil' ~gFeiAdY&lFi daR 
agFitMsAis}. (5) 

(5)	 Sb'ategi dalarn rangka pEllWujudan kelestarian fungsi lingkungan hidlC) 
mela1ui pengembangan kawasan lindung sesuai lungsi masing - masing 
dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud palla 
Pasal 3hurufe, 1erdiri atas : 
a.	 mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk rnenjaga 

kelestarian lingkungan hidup serta rnengurangi resiko bencana; 
b.	 rneningkalkan fungsi kawasan ~ndung yang telah menurun 

kualilasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan 
penerapan teknologi modern; 

c.	 rnengoptimalkan kearifan lakal daerah dalam upaya untuk 
pelestarian lingkungan; 

d.	 melakukan pencegahan penurunan kualitas Iingkungan dan 
perusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen 
perizinan, insenti! dan disinsentif dalarn rangka pengendalian 'I 

pemanfaatan ruang; dan 
e.	 mengembangkan jaringan kenasema dengan berbagai pihak dalam 

pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan. 
(6)	 Stategi dalam rangka peningkatan lungsi kawasan untuk pertahanan I (6) 

negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, meliputi : 
a.	 rnendukung penetapan kawasan stategis nasional dengan fungs; 

khusus pertahanan dan keamanan; 
b.	 rnengembangkan kegialan budidaya secara selektif didalam dan di 

sekitar kawasan pertahanan dan kearnanan unbuk menjaga fungsi 
dan perunbukannya; dan 

c.	 mengembangkan kawasan ~ndung danJalau kawasan budidaya 
tidak 1erbangun di sekitar kawasan pertahanan 

c.	 men gembangkan dan Memanfaalkan 1eknologi modern dalam 
pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalarn rangka 
peningkatan produktivitas dan rnemiliki nHai ekonomi tinggi; 

d.	 rnenguaikan pemasaran hasil perikanan dan keiauBl 
melalui peningkatan sumber daya; dan 

e, meringkalkan instrurnen ruang untuk pengendalian lingkungan 
bagi industri perikanan dan kelautan. 

Slra1egi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian dalam 
mewujudkan agroindustri yang kompetilif dan 1erintegrasi antar sektor 
sebagaimana dimaksud pada Pasal3 hUM d,teldiri alas : 
a.	 mengoptimalkan kapasilas produksi sektor pertanian mela1ui 

peningkatan korrodilas unggulan; dan 
b.	 mengembangkan inli'astruklur pertanian daam rangka kemandirian 

dan ketahanan pangan. 
Slrategi dalam rangka perwujudan kelestarian lungsi lingkungan 
hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai lungsi masing 
- masing dengan memperhatikan kearifan Iokal sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 hUM e, terdiri alas : 
a.	 mengoptimalkan pennanfaalan sumber daya alam unbuk rnenjaga 

kelestarian Iingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana; 
b.	 meningkaikan lungsi kawasan Iindung yang 1elah menurun 

kuaiilasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan 
penerapan 1eknologi modern; 

c.	 mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk 
pelesla'ian Iingkungan; 

d.	 melakukan pencegahan penurunan kUalilas lingkungan dan 
perusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instumen 
perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian 
pemanfaalan ruang; dan 

e.	 mengembangkan jaringan k~asanna dengan berbagai pihak 
dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi 
kawasan, 

Slrategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan unbuk pertahanan 
negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3huruf f, meliputi : I· 

a.	 mendukung penelapan kawasan strategis nasional dengan 
lungsi khusus pertahanan dan keamanan; 

b.	 mengembangkan kegiatan bUdidaya secara selektif di dalarn 
dan di sekilar kawasan pertahanan dan keananan untuk 
menjaga lungsi dan perunbukannya; dan 

c.	 mengembangkan kawasan Iindung dan/alau kawasan budidaya 
tidak 1erbangun diseIdtar kawasan pertahanan. 

(	 (,
'. 
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R....... Struktur 
Ruang Wdayah 

BAS III 
RENCANA S1RIJKTUR RUANG WII..AYAH 

Pasal 9 
(1)	 Jaringan jalan sebagaimana dlmaksud pada pasaiB hUM a,Iordiri atas : 

a.	 jaringoo jalan naslonal; 
b.	 jaringan jaanprovinsi; dan 
c.	 jaringan jalan kabupaten 

(2)	 Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurut a,melipuli : 
a.	 Jalan KoleidorPrimer 1 (JKP-l) Lintas Baral adalah: 

1.	 Ruas Jalan Perbatasan Bengkulu - Pugung Tampak; 
2.	 Ruasjalan Pugung Tampak-Sp. Gunung Kemala; 
3.	 Ruas jaian 81'. Gunung Kemala - Krui; 
4.	 Ruas jalan Krui - Biha; 
5.	 Ruas jalan Biha - Ngaras; dan 
6.	 Ruasjalan Ngaras - Sanggi (Balas Kabupaten Tanggamus) 

b.	 Jalan Koleklor Primer 1 (JKP-l) Penghubung Lintas Tengan (feeder) adalah ruas jalan lIwa 
(Kabupaten Lampung Barat) - Krui 

(3)	 Jaringan jalan provinsi sehagaima1a di maksud pada ayat (1) huruf b yang bertungsi sebagai jalan 
strategis provinsi, meliputi : 
a~_~~ 

b.	 ruas jalan Krui - Pekon Serai; dan 
c	 ruas jalan Ke&B 'aws Kampung Baru 

(4)	 Janngan jalan kabupalen sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hUMc, melipuli : 
a.	 ruas jalan diKecamatan Bangkunat; 
b.	 ruas jalan diKecamalan Ngaras; 
c.	 ruas jalan diKecamalan Ngambur; 
d.	 ruas jalan diKecamalan Pesislr Selatan; 
e.	 ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan; 
f.	 ruas jalan dlKecamalan Pasisir Tengan; 
g.	 ruasjalan dikecamatan Way Krui; 
h.	 ruas jalan dl Kecamatan Karya Penggawe; 
i.	 ruas jalan diKecamalan Pesisir Utara; dan 
j.	 rues jalan diKecamatan Lemong 

~)	 PBRseRil~BAg8R jSRRg8A j818R IiFlghl:lA{t9R eli kBtalll~81eFl; FRsli,Hlij , 
8. NaB jalSR si k981iFM&taA Q8AgliWRs'I
 
~ ~a8jBl8F1 ~i kn9F18t8A ~IgBRi8;
 

9 ~ae jalsFi d' KS8BFleMeFl tI!8FF1~IIFj
 

~. At. JalSFl eli KSBBFFlslaA PReis', €eletilFlj
 
B.	 FYBB jBlBfI sik8BSFFI"F1 KFUi 8alet8lit; 
J. rYBS jalaf1 eli KiI8BFRetsA l2eeiai' +&A§SI:t;
 

~. R:I8B jalsFi si KS8BFFI&taFl'I'E1Y KRJi;
 
R.	 FYBB j&l8f1 ai KSSEIMEMsA Kel¥B Pef1888' '8; 
i. !'UBB jel9R 91 KeeeFFlsIBFl PSliei' 6'iaF8;
 
j FY811 !elBA eli KSBElA=lBteFi ba""eRS; 98R
 
kAles jelsR 81 KUIIFRatsR PylsIIPis8AB
 

(6)	 Rencana janngan jalan Kabupalen, melipuli : 
a.	 jaringan je/an a1temet~ Iintas baral8impa1g Kerbang - Biha; 
b.	 jaringan je/an pariwisata Krui - We/ur, dan 
c.	 janngan jalan inspeksV patroli Way Hani - Way Haru. 

(7)	 Penelapan jaringan jaIan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan denga1 peraturan 
,rundanc-undangan vang be~aku. ( 

BAS HI 
REHCANA STRUKTUR RUANG WIlAYAH 

Pasal 9 
(1) Jaringan jalan sebagalmana dimaksud pada pasaiB hUM a, Iordiri alas : 

a.	 jaringan jalan nasional; 
b.	 jaringa1 jalan provinsi; dan 
c.	 jaringan jalan kabupaten 

(2) Jaringan jalan nasio'" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,mellputi : 
a.	 Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-l) Lintas Barat adalah: 

1.	 Ruas Jalan Perbalasen Bengkulu - Pugung Tampak; 
2.	 Ruasjalan Pugung Tampak - 81'. Gunung Kemala; 
3.	 Ruas jala1 Sp. Gunung Kemala - Krui; 
4.	 Ruas jalan Krui - Blha; 
5.	 Ruas jala1 Biha - Ngaras; dan 
6.	 Ruas jala1 Ngaras - 8anggi (Balas Kabupalen Tanggamus) 

b.	 Jalan Koleklor Primer 1(JKP-l) Penghubung Linlas Tengah (feeder) adalah ruas jalan Liwa 
(Kabupaten Lampung Saral) - Krui 

(3)	 Jaringan jalan provinsi sebagaimana dl maksud pada ayal (1) hUMb yang berfungsi sebagai 
jalan slralegis provinsi , melipuli : 
a~_~~ 

b.	 ruas jalan Krui - Pekon Serai; dan 
c.	 ruas jalan Kolaiawa - Kampung Baru 

(4) Jaringan jalan kalbupaten sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hUMc, meliputi : 
a.	 ruas jalan diKecamatan Bangkunal; 
b.	 ruas jalan di Kecamatan Ngaras; 
c.	 ruas jalan di Kecamalan Ngambur, 
d.	 ruas jalan diKecamatan Pasisir Selatan; 
e.	 ruas jalan di Kecamatan Krui seatan; 
f.	 rues jalan diKecamalan Pesisir Tengah; 
g.	 ruasjalan dikecamatan Way Krui; 
h.	 ruas ialan di Kecamatan Karya Penggawe; 
i.	 ruas jalan di Kecamalan Pesisir Utara; dan 
j.	 ruas jalan diKecamatan Lemong 

(5) Rencana jaringan jalan Kabupalen, melipuU : 
a.	 jaringan jalan altematif lintas barat Simpang Kerbang - Biha; 
b.	 jaringan jalan pariwisata Krui - Walur; diVl 
c.	 jaringan jalan inspeksil paIroli Wf1j Heni - Wa;Haru. 

(6) Pengembangan jarinaan jalan Iinakunaan dikabupaten. melJmti: 
a.	 Nasialan diKeeamatan Banckunat 
b.	 ruas lalan diKecamatan Naaras: 
c.	 ruas ialan diKecamatan Naambur, 
d.	 rues isla" diKecamatan Pesisir Salatan: 
e.	 russ isla" diKecamatan Krui Selatan; 
f.	 ruas jalan diKecamatan Pesisir Tenaah: 
g.	 ruas isla" diKecamatan Way Krui; 
h.	 ruas ialan di Kecamatan Karva Penggawa; 
i.	 ruas jalan dl Kecamalan Pesisir Utara; 
j.	 rues jalan di Kecamalan Lemong; dan 
k.	 ruas jolan dl Kecamatan Pulau Pisang 

(7) Penelapan jaringan jalan sebagaimana dimal<sud pada ayet (1) ditetapkan dengan peraturan 
I perundang-undangan ( be~aku. 

Pasal9 
Ayal (3) 
disempumakan 
Ayal (5) diubah 
menjadi Ayat (6), 
jalen kabupaten 
sesuai urutannya 
terdio dari Jalan 
kabupaten dan 
jalan lingkungan, 

-----" 
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Pasal12 Pasal 12 PasaJ 12 disempurnakan dengan 
(1 ) Sislem jaringan lransportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal menghapus ketenluan yang mengatur 

huruf b, meliputi: 7huruf b, meliputi : lentang pelabuhan pengumpan regional 
a. tatanan kepelabuhan; dan a. lalanan kepelabuhan; dan 1. 5esuai ketentuan Permenhub No. 01 
b. alur pelaya-an. b. alur pelaya-an. Tahun 2012, pelabuhan ter1lagi alas 

(2) Talanan kepelabuhanan di Kabupalen Pesisir Ba-at sebagaimana (2) Talanan kepelabuhanan di Kabupaten Pesisir Bara! sebagaimana Pelabuhan Utama, Pengumpul dan 
dirnaksud pada ayal (1) huru! a. lerdiri alas : dimaksud pada ayat (1) huru! a, lerdiri alas: Pengumpan 
a. pelahH~aA regisAaI, fflelipwti i a pelabuhan pengumpan lokaf. meliputi : 2. Pelabuhan pengumpan 1erbagi atls 

1­ P9lalnl~aA Krwi ~i Ke8_alaR P98ieir +eAgaR; 1. Pelabuhan Ternbakak eli Kecamalan Karya Penggawa; Pengumpan regional dan 1okaI. 
~. Pelali'yhaA .JasiSAai (PelsBwt:!aA PSRKaABA .'YS8AtaHij Iii 2. Pelabuhan Pulau Pisang diKecamatan Pulau Pisang; Kabupaten Pesisir Bn tidak terdapat 

KS8Qff1ataA 9sAgkYAat 3. Pelabuhan Krui diKecamatan PesisirTengah pelabuhan pengumpan regional namun 
b. pelabuhan Ioka, meliputi : b. Pengernbangan Peiabuhan khusus dan dermaga di be~a titik hanya ada pelabuhan pengumpan loka! 

1. Pelabuhan Tembakak diKecamatan Karya Penggawa. yang tersebar diKabupaten Pesisir Ba-at 3. Untuk mengakomodir pembangunan 
2. Pelabuhan Pulau Pisang diKecamalan Pulau Pisang. (3) A1ur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri pelabuhan di lokas! lainnya sebaiknya 

(3) aJur pelaya-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,lerdiri alas: alas : dibuatkan point untuk pengembangan 
a. alwF pSIa¥9JQA AlgieRsl yaAi ~iF8A8aRaI"R Iii e9paAjaMg jah:lF a alur pelaya-an penoumDan lakal. meliputi : pelabuhan khusus dikawasan pesisir 

pelQ"/iR1A kawpateA Pseisir iaFat deAgaR kaBypateA ~aAJataY 1. Pelabuhan Krui - Pelabuhan Pulau Pisang 
pre'JiR6i ~i&Q1litaFRyaj 2. Pelabuhan Tembakak - Pelabuhan Pulau Pisang 

b. alur pelayaran Iokaf. meliputi : b alur Delayaran khusus pendukung kegialan perikanan dan 
1. Pelabuhan Krui - Pelabuhan Pulau Pisang pariWisata diKabupaten Pesisir Barat 
2. Pelabuhan Ternbakak - Pelabuhan Pulau Pisang (4) Penetapan dan pengembangan sislem jaringan lranportasi laut 

(4) Penetapan dan pengembangan sistem jaringan tranportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernedoman pada peraturan 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapllan deRgeR peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 
perundang-undangan yang ber1aku. 

Pasal13 Pasal13 Pasal 13 disempurnakan dengan merubah 
(1) Sistem jaringan transportasi uda-a sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1 ) Sistem jaringan lransportasi udara sebagaimana dimaksud dalam nama Bandara Pekon Serai menjadi 

7huruf c, terdiri alas : Pasa 7huruf e, terdiri alas : Bandara Muhammad Tauliq Kiemas dan 
a. lalanan kebandaudaaen; dan a. lalanan kebanda-uda-aan; dan menghapus Bandara Khusus Pariwisata di 
b. ruang uda-a untuk penerbangan. b. ruang udara untuk penerbangan. Kec. Bangkunat 

(2) Tatanan kebanda-udaraan di Kabupalen sebagaimana dimaksud pada (2) Talanan kebandarudaraan di Kabupalen sebagaimana dimaksud 
ayat (1) hllfufa adalah Bandar Uda-a PellllR geFlli di Kecamatan Pesisir pada ayat (1) hurul a adaJah Banda- U<!ara Muhammad Taulig 
Tengah gaR QaR~iI' b/SaFa Kl:lysy& ~aFi'JJoi6ata Eli Kee8FflacaA iaRgl(YAat: Kiemas diKecamalan Pesisir Tengah. 

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf b diatur Iebih lanjut daJam Kawasan Keselamatan Operasi (1) hurul b diatur Iebih lanjut daJam Kawasan Keselamalan Operasi 
Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan peFalYraR daeFllh. Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan berpedoman pada 

neraturan nerundana-undanQan. 
Pasal15 Pasal15 Pasal 15 disempumakan dengan merubah 

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huru! a, (1) Sistemjaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal14 hUruf a. kelentuan Ayal (3) huru! b dan menambah 
meliputi : meliputi : ayat (4) baru yang mengatur tentang 
a. pembangkit tenaga listrik; dan a. pembangkil tenaga listrik; dan pengernbangan energi ba-u 1erbarukan 
b. jaringan prasiJ'Sna energi. b. jaringan prasarana energi. mengingat keterbatsan pasokan energi 

untuk kemandirian dan ketahanan ena-gi 
! 
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(2)	 Pembangldt Ienaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri alas : 
a.	 pembangunan pembangkil Iislrik tenaga air, dikembangkan di 

Kecamalan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngannbur, 
Kecannatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecannatan 
Pesisir Utara dan Kecamalan Lemong; 

b.	 pembangunan dan peningkalan Pembang~ Listrik Tenaga Surya 
dikembangkan eli Kabupaten Pesisir Bara!. 

(3)	 Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM b, 
terdiri alas : 

pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir 
Barat; 
jaringan transmisi tenaga lislrik, terdirt dari jaARgaR 6a!WFaR WilR..

a. 

talSAgSA tiRi9i (SYn:) ~8AgaA t918Ag8A 3Q 1iQ klJ ~aA/atay 

jaRAg8A salwraR ..diVa tegaAgQA el_a tiRggi IS'J.H!I.) dSRgSR 
teB8A88A FRakeiFfisl &09 kV dalsJR FQAltta ff1BfR8AY~i '~lu.Y~aA 

BA8Fgi listRlt 681wR4tl wilayah ka~YfJateA. fRylai daFi KS9aFRataA 
bSfR9A§ 6QR:1pai KeSaA-1ataR 8aAgl,YRal; 

c.	 jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk 
memenuhi kebutuhan energi diKecamatan Pulau Pisang. 

(4)	 Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada 
pasal (1) diletapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal16 
(1)	 Sistem jartngan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 

hUM b, terdiri alas : 
a.	 sislem jaringan kabel; 
b.	 sistem jaringan nirkabel; dan 
c.	 sistemjaringan satelit 

4 5 

(2) Pembangk~ Ienaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM 
a, terdiri alas : 
a.	 pembangunan pembangkit Iislrik Ienaga air, dikembangkan di
 

Kecamalan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamalan Ngambur,
 
Kecamalan Way Krui, Kecamalan Karya Penggawa, Kecarnatan
 
Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong;
 

b.	 pembangunan dan peningka!an Pembangkil Listrik Tenaga Surya
 
dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
 

(3) Jaringan prasaana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM 
b, Ierdiri alas: 

a.	 pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir
 
Bara!;
 

b.	 jaringan transmisi tenaga Iistrik di Kabupaten Pesisir Barat,
 
terdiri dari :
 
1.	 saturan Udaa Tegannan Ekslra TInggi, Tegangan TInggi,
 

Tegangan Menengah dan Teqangan Rendah:
 
2.	 Saluran Kabel Tegangan Ekstra TInggi, Teqannan TInggi.
 

Tegangan Menengah dan Tegaogan Rendah.
 
c.	 jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk
 

memenuhi kebutuhan energi eli Kecamalan Pulau Pisang.
 
(4) Pengembangan enengi baru terbarukan untuk kemandirian dan 

ketahanan energi dikembangkan diKabupaten Pesisir Barat 
(5) Pengembangan sislem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada 

pasal (1) diletapkan sesuai dengan perundang-undangan yang 
beriaku. 

Pasal16 Pasal 16 disempurnakan dengan 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal14 menambahkan kajian pengembangan BTS 

huruf b, terdiri alas : Teflladu 
a. sistem jaringan kabel; 
b. sistem jaringan nirkabel; dan 
c. sislem jaringan satetil 

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, I (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdirt alas sentra telepon otomatis (STO) dan/alau fiber optic di 
Kabupaten Pesisir Bara!; 

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri alas : 
a. sistem jaringan mikro dig~1 diKabupaten Pesisir Bara!; 
b. menara Base Transmission Station (BTS) terrebar di kecamatan -

kecamalan dengan prioritas yang betum terlayani jaringan 
telekomunikasi. 

(4) Sistem jaringan satel~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hum! c, 
dilakukan daiam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah terisolir 
danlalau terpencil yang belum te~ayani kedua sistem dialas; 

(5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diletapkan sesuai 
i denaan peraturan perundang-undangan yanp berlaku. 

terdirt alas sentra telepon otomatis (STO) danJatau flber optic di
 
Kabupaten Pesisir Barat
 

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
Ierdiri alas : 
a.	 sistem jaringan mikro digilai diKabupaten Pesisir Ba-at; 
b.	 menara Base Transmission Station (BTS) Bersama terreba- di
 

kecamatan - kecamatan dengan priorilas yang belurn terlayani
 
jaringan Ielekomunikasi.
 

(4) Sistem jaringan satel~ sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hUM c, I 
dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah tertsoJir 
dan/alau 1eIpencii yang belum terlayani kedua sistem di alas; I 

(5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan sesuai 
denaan peraturan perundana-undangan yang berlaku. , ~ 
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PasaI17 Pasal17 Pasal 17 disempumal<an dengan menghapus 
(1)	 Sistem jaringan sUmbeldaya airsabagalmana dlmaksud pada Pasel 14huruf c I (1) Sislem jaringan sUmbeldaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 I kelentuan Ayal(4)hurufb 

lardlri alas : huruf c lerdiri alas: 
a. wilayah sungal;a.	 wilayah sungai; 

b.	 daerah lriga~; b. daerah lrigasi;
 
c jaringan airbaku untuk airbersih.
 c. jaringan airbal<u unluk airberslh. 

(2)	 Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana I (2) Rencana pengembangan s~m jaringan sumbar daya air sebagalmana 
dlmaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, dlmaksud dalam ayat (1) mellputl aspek konservasi sumber daya air,
 
perdayagunaan sumber daya ar dan pengerdalian claya ruaak air yang secara
 perdayagunaan sumber daya air dan pengendallan daya nusak air yang
 
terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber
 secara lerpedu dengan memperhatil<an arahan poia dan ..ncana
 
daya airwUayah sungai semangka;
 pengeJolaan sumber daya airwilayah sungai semangka; 

(3)	 Wiayah sungal sebagaimana dimaltsud dalam ayat (1) huruf a, adalah wilayah I (3) Wilayah sungal sebagalmana dirnalcsud dalam ayal (1) huruf a, adalah 
.ungal iintas k<*lupalen, yaiiu Wiiayah Sunga; Ssmangka yang mencangkup wilayah sunga! linlas kabupalen, ya~u Wiayah SlJIlgai Semangka yang
 
daerah s1lran sungai yang larsebar dl Kabupalan Pes~lr Sarat;
 mencangkup daerah allran sungal yang Ie""bardl Kabupa!en Pesisir Barat 

(4)	 Daerah irigas; sebagalmana dimaksud pada ayat (1)huruf b moIlpuli : (4)	 Daerah lrigasl sebagalmana dimakeud pada ayat (1) hurufb meJiputi: 
a.	 daerah lrigas; yang menja:li kewenangan provlnsl, adalah Daerah lrigasi a. daerah lrigasi yang menjadi kewenangan provlnsl, adalah Daerah lrigasi
 

Way Bha; dan
 Way Biha; dan 
9r	 daerah irigasi yang menjadi ke..wtnangan kabupalen, MBIiF di . w gy islsi b.	 daerah jrigasi yang menjadi kewenCllgan kabupalen let'Sebar di 

v_... W"".. o~ ....lo._ W.-LO............. r"\.-.l.n.... IJJ.-.... c ..t ..........\AI ..... 0..-..........
 Kabupalen PesiSiT Barat 
(5)	 Pengembangan daerah irigasi kabupalen, melipull : 

a.	 perrbangunan daerah irigasi di daerah yang dletapkan menjadl 
kewenangan kabupalen yang tersebardi selunuh wilayah; 

b.	 reh<*liiilasi, pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi yang ler1l8bar 
diselunuh wilayah kabupalen; 

c.	 pongembangan daerah irigasi pada seluruh daerah patens;aI yang 
memilikl lahan pertanian yang dilunjukkan untuk mendukung kalahanan 
pangan dan pengeiolaan lahan pertanian be<l<eianjutan; dan 

,,'"'....,.- e. J .... 5' ii, } '''''':::1' .......Ii .us, ...., ~ d. mengurangi konversi allh fungsi sawah !eknis dan setengah teknis
1000) 

ABlait. Will lilRft! g8tJ\SF; \May GiRR!1 PSf481iJ'i1, W9/i GuI1SR\SFga, Ww; menjadi kegialan budidaya lokallainnya.
 
TelsfR8R; W8¥ lSfMlJulit:l, w&'j +lABBel PaliFJItJaFlg, seR illS) "titiSA K\IIJilSR§ (6) Jaringan airbaku unluk airberslh sebagalmana dlmaksud dalam (1)hunuf C,
 

(5)	 Pergembangan daerah irigasi kabupalen, meliputi: leroili alas: 
a.	 pembangunan daerah irigasi di daerah yang ditetapkan menjadi a. rencana pengembangan air baku yang berasal dari air sungai
 

kewenangan kabupalen yang lersebar di seluruh wllayah; (penmukaanj danairlanah _bar dl salunuh wilayah kabupaten:
 
b.	 rehabUllasi, pemeilharaan dan penlngkatan daerah lrigasl yang lersebar b. slslem penyedlaan air minum (SPAM) di Kabupalen dipadukan dengan
 

disalunuh wiiayah kabupaten; sistem jaringan sumber daya airuntuk men~min kelersediaan air baku;
 
c.	 pengembangan daerah irigasl pada selunuh daerah polensial yang memiiiki dan
 

lahan pertanian yang diiunjukkan untuk mendukung ketahanan pangan dan c. praserana jaringan air mlnum ""Iipull intake air baku, jaringan
 
pengelolaan lahan pertanlan ber1<elanjutan; dan peIPipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi
 

d.	 mengurangi konversi alih lungsl sawah tekn~ dan setengah leknls menjadl pengolahan air mlnum yang dlkembangl<an pada Iokasi air baku
 
keglalan budidaya lokallainnya. potenslal sarta pusat-pusat penmuklman di selunJh kecamalan.
 

(6)	 Jaringan air lial<u untuk air be",ih sebagaimana dimaksud dslam (1) huruf C, 

lerdiri atas : 
a.	 rencana pengembangan air bal<u yang berasal dan air sungai (penmukaan)
 

dan airtanah lersebardi seluruh wilayah kabupalen;
 
b.	 s~lem penyediaan air milum (SPAM) dl Kabupalen dipadukan dangan 

sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin kelersediaan air baku; dan 
c.	 prasarana jaringan air mlnum melipuli Intake airbaku, jaringan pefllipaan air
 

minum, saluran perplpaan airbaku dan "stalasl pengolahan airmlnum yang
 
dlkembangkan pada lokasl airbaku polensial ",rta pusal-pusal penmukiman
 
diselunuh kecamalan.
 

http:r"\.-.l.n
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Pasal18 Pasal18 
(1) Sis1em prasa-ana pengelolaan lingkungan sebagaimana 

Pasal14 hUMd, 1erdiri alas: 
(1)	 Sis1em pras<rana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

dimaksud palla Pasal14 huruf d, 1erdiri alas: 
a.	 sis1em jaringan penyediaan airminum; a.	 sistern jaringan penyediaan air minum; 
b.	 siS1em jaringan persampahan; dan b.	 sistem jaringan persampahan; dan 

c.	 sis1em jaringan air Iimbah.c.	 sis1em jaringan air Iimbah. 
(2)	 Sis1em jaringan penyediaan airminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Sis1em jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud 

hUMa, meliputi : psda ayal (1) hUMa, meliputi : 
a.	 pengembangan pengelolaan air minum yang be!sumber dari air a.	 pengembangan pengelolaan airminum yang bersunter dari 

permukaan lerseba- di K8SaIR_A ~IBwa6, KesaFnataA Pssieir SelalaA, airpermukaan 1erseba- di KabuPaten Pesisir Barat; 
KS8iWAataA 'A'ii( Krwi. KS6M\ataA Pssieir bIta: a daA KBsamataA b.	 pengembangan Sis1em Penyediaan I'Jr Minum (SPAM) 

dengan jaringan perpipaan dengan sistem gravitasibB~8A.; 
b.	 pengernbangan Sis1em Penyediaan I'Jr Minum (SPAM) dengan jaringan dikembangkan di KabuDaten Pesisir Ba"at 

perpipaan dengan sistem gravitasi dikembangkan di Kssall1alaR ~1il8Fas, c.	 pengembangan pengelolaan airrninum yang bersumber dari 
Kee8IRB PB6i6ir eelataA, K888AURaA KAji SeiataA, KS99fRataA Pesieir airtanah dalam tersebar di Kabupalen Pesisir Barat dan 

d.	 pengembangan pengelolaan air bersih dan/atau air minumleAliA. K89iHR*R lIla)' KrYi, KSSR_ KiI)'a PBAggEMle; 
KBSanUi'aR r;lssieir lJtaFa daR kesamataA beJflBAB: akan diatur dalarn peraturaan perundang-undangan yang 

c.	 pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dan air tanah bertaku. 
dalam tersebar' di KssilfA_ iSRgkWA. KS6aroRataA tl8afA~YF, \ (3) Sis1em jaringan persarJ1lilhan sebagaimana dimaksud pada ayat 

Pasal 18 disempumakan dengan 
menghapus lokasi yang Ierdapat pada 
ayat (2) hUM a, huruf b dan hUMc serta 
luasan dan lokasi aga- disesuaikan 
dengan peta rekomendasi BIG 

KS88AUHaA Pe&lsir Sel_A daR KeSiRlataA Pylaw PiSSAfI; dan 
d.	 pengembangan pengelolaan airbersih dan!atau air minum akan diatur 

dalam peraturaan perundang-undangan yang bertaku. 
(3)	 Sis1em jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM b, 

meliputi : 
a.	 rencana pembangunan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Krui selatan dan Kecamatan 
Pesisir Ulara; 

b.	 rencana pengembangan Tempa! Pengo/ahan Sampah Terpadu (TPST) 
di kawasan penmukiman dan pusat pelayanan di Kabupaten Pesisir 
Barat; 

c.	 rencana pembangunan Tempat Penarnpungan sementara (TPS) di 
Kabupaten Pesisir Barat; dan 

d.	 pengernbangan pengelolaan persampahan ditetapkan dalarn peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku. 

(4)	 Sis1em jaringan air lirnbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
terdiri dari : 
a.	 pengembangan pengelolaan air limbah di kawasan penmukiman, pusat 

pelayanan dan kawasan industri; 
b.	 pembangunan IPLT diin1egrasikan dengan TPAI TPST dengan kajian 

(1) huruf b, meliputi : 
a.	 rencana pembangunan dan peningkatan Tempal 

Pernrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngil'as, Kecarnatan 
Krui selatan dan Kecarnatan Pesisir Utara; 

b.	 rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sa-npah 
Terpadu (TPST) di kawasan penmukiman dan pusal 
pelayanan diKabupalen Pesisir Ba-at; 

c.	 rencana pembangunan Tempat Penarnpungan Sementara 
(TPS) diKabupalen Pesisir Bara~ dan 

d.	 pengembangan pengelolaan persampahan diletapkan dalarn 
peraluran perundang-undangan yang bertaku. 

(4)	 Sis1em jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c,terdiri dari : 
a pengembangan pengelolaan air Iimbah di kawasan 

penmukirnan, pusat pelayanan dan kawasan indus1ri; 
b.	 pembangunan IPLT diintegrasikan dengan TPAI TPST 

dengan kajian Iingkungan; 
c.	 pembangunan pengelolaan air limbah un!uk kawasan 

penmukiman pedesaan dengan sistem setempat danl atau 
berbasis masyarakat; dan 

lingkungan;	 I d. pengembangan pengeloaJaan air Iirnbah ditetapkan dalam 
c.	 pembangunan pengelolaan air limbah untuk kawasan penmukiman peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

petlesaan dengan sistem se1empal dan! atau berbasis masyarakat; dan I 
d.	 pengernbangan pengeloalaan air limb<il ditetapkan dalarn peraturan 

I perundang-undangan yang bertaku.	 I 
.'	 

I I 



1 2 3 4 5 

9 Rencana Pola Ruang 
Wilayah 

BABIV 
RENCANA POLA RUANG W1LAYAH 

Pasal20 
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) hUruf a, 
Ierdiri alas : 
a. kawasan hulan Iindung; 
b. kawasan yang memberikan per1indungan bawahannya; 
c. kawasan per1indungan setempat 
d. kawasan suaka alam, pelestarian a1am dan eagar budaya; dan 
e. kawasan rawan bencana alam. 

Pasal21 
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 hll"Ul a, 
dengan luas kurang lebih ~ Ha, meliputi : 
a. Keeamatan Bangkunat dengan luas kurang Iebih~ Ha; 
b. Kecamatan Ngaras dengan luas kurang Iebih 4.4Q;! Ha; 
e. Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih ~ Ha; 
d. Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang Ieblh ii3 Ha; 
e. Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang Iebih ~ Ha; 
I. Kecamatan Way Krui dengan luas kll"ang lebih ~ Ha; 
g. Keeamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 4li7 Ha; dan 
h. Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih ~ Ha 

Pasal22 
Kawasan yang memberikan periindungan bawahannya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 20 hurul b, adalah kawasan resapan air yang berada 
dalam kawasan hulan Iindung dengan luas kurang lebih ~ Ha, meliputi : 
a. Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih :I.4QIl Ha; 
b. Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih ~ Ha; 
e. Kecarnatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih ~ Ha; 
d. Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang Iebih 309 Ha; 
e. Kecamatan Way Krui dengan luas kll"ang Iebih ~ Ha; 
I. Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih ili Ha; 
g. Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih ~ Ha; dan 
h. Keeamatan Lemong dengan luas kurang Iebih ~ Ha 

Pasal23 
(1) Kawasan per1indungan selempat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 20 

huruf e, meliputi : 
a. kawasan ~adan pantai; 
b. kawasan sempadan sungai; 
e. kawasan sekitar danaulwadlJl(; dan 
d. kawasan ruang terbuka hijau. 

BABIV 
RENCANA POLA RUANG W1LAYAH 

PasaI20 
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal19 ayat (1) hll"ul a, 
terdiri alas : 
a. kawasan hulan findung; 
b. kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; 
e. kawasan per1indungan setempat 
d. kawasan suaka a1am, pelestarian a1am dan eagar budaya; dan 
e. kawasan rawan bencana a1am. 

Pasal21 
Kawasan hulan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, 
dengan luas kurang lebih 9.580 Ha, metiputi : 
a. Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang Iebih 4.B03 Ha; 
b. Kecamatan Ngaras dengan luas kurang Iebih 1.389 Ha; 
e. Kecamatan Ngambur dengan luas kurang Iebih 681 Ha; 
d. Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; 
e. Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih 775 Ha; 
I. Keeamatan Way Krui dengan luas kll"ang Iebih 1Qft Ha; 
g. Kecamatan Pesisir Ulara dengan luas kurang lebih 484 Ha; dan 
h. Kecamatan Lerrong dengan luas kurang Iebih 894 Ha 

Pasal22 
Kawasan yang mernberikan perlindungan bawahannya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal20 hUruf b, adalah kawasan resapan air yang berada 
dalam kawasan hulan Iindung dengan luas kurang lebih 6.030 Ha, meliputi 

a. Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih 1.539 Ha; 
b. Keeamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 74 Ha; 
e. Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang Iebih 398 Ha; 
d. Keeamatan Krui Selatan dengan luas kurang Iebih 12 Ha; 
e. Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 120 Ha; 
I. Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang Iebih 1.110 Ha; 
g. Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 26 Ha; dan 
h. Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 1.300 Ha 

Pasal23 
(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 

20 huruf c, meliputi : 
a. kawasan sempadan pantai; 
b. kawasan sempadan sungai; 
e. kawasan sekilar danaulwadlJl(; dan 
d. kawasan ruang terbuka hijau. 

Pasal 20 Ketentuan mengenai kawasan 
rawan bencana perlu limuat dalam 
rencana poIa ruang kawasan budidaya 
sesuai ketentuan PP No. 13Tahun 2017. 

Pasal 21 disempurnakan dengan 
merubah luasan kawasan yang 
disesuaikan dengan Peta Rekomendasi 
BIG 

Pasal 22 disempurnakan dengan merubah 
luasan kawasan 

Pasal 23 ayat (5) per1u pendelailan luas 
kawasan ruang terbuka hijau dan sebaran 
lokasinya, khusunya kawasan ruang 
terbuka Ilijau publik. 
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(2)	 Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, I (2) 
dengan panjang garis panlai kurang lebih 210 krn terdapat di sepanjang 
garis pantai yang membentang di Kabupaten Pesisir Sara!, dengan 
kelentuan: 
a.	 dwatan sepanjang Iepian laut dengan jarak minimal 100 meter dan 

titik pasang air laut lertinggi ke arah darat; atau 
b.	 daratan sepanjang lepian laut yang bentuk dan kondisi fisik 

pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap 
bentuk dan kondisi fisik panlai. 

(3)	 Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I (3) 
b terdapat di sepanjang daerah a1iran sungai yang tersebar di Kabupaten 
Pesisir Ba'a!, dengan kelentuan : 
a.	 daratan sepanjang lepian sungai bertanggul dengan lebw paling 

sedikil50 (lima puluh) meier dan kaki langgul sebelah luw; 
b.	 daratan sepanjang Iepian sungai be5a' tidak bertanggul di luar 

kawasan pennukiman dengan lebar paling sedik~ 100 (seratus) 
meter dan lepi sungai; 

c.	 dwatan sepanjang Iepian anak sungai tidak bertanggul di luar 
kawasan permukiman dengan lebar paling sedikil 50 Oima puluh) 
meier dari repi sungai. 

(4)	 Kawasan sekilar danaul waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (4) 
huruf c terdapat di sekilar danaulwaduk yang tersebar di Kabupaten 
Pesisir Bara!, dengan ketentuan : 
a.	 daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan 1itik pasang air 

danaul waduk Iertinggi; atau 
b.	 daratan sepanjang lepian danaul waduk yang lebamya proporsional 

terhadap bentuk dan kondisi fisik danaul waduk. 
(5)	 Kawasan ruang lertIuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat I (5) 

(1) hUruf d,terdapat dikawasan pelllolaan, dengan ketentuan : 
a.	 RTH privat 10% daJi luas kawasan perkotaan Ierdin alas : 

pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, lempat 
usaha, laman dan lapangan olahraga; 

b.	 RTH pUblik 20% daJi luas kawasan perkolaan lerdiri alas: 
1.	 RTH taman dan hulan kola terdin alas : taman pekon, laman 

kelurahan, taman kecarnatan, laman kola, hulan kola dan sabuk 
hijau; 

2.	 RTH jalur hijau terdin dan pulau jalan dan median jalan, jalur 
pejalan kaki, ruang dibawah jalan layang; 

3.	 RTH lungsi Iertentu lerdin alas : jalur hijau lis1Jik tegangan tinggi, 
RTH sempadan sung ai, RTH sempadan pantai, RTH 
pengamanan sumber air baku (mata air), lapangan olahraga dan 
pemakarnan. 

c.	 lahan RTH didominasi komun~ tumbuhan; 
d.	 ketentuan lebih lanjut mengenai RTH akan diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dengan panjang garis pantai kurang lebih 210 km lerdapat di 
sepanjang gans pantai yang membenlang di Kabupaten Pesisir 
Sara!, dengan ketentuan : 
a.	 daratan sepanjang Iepian taut dengan jarak minimal 100 meter 

dan titik pasang air laut tertinggi kearah dara!; atau 
b.	 daratan sepanjang Iepian taut yang bentuk dan kondisi fisik 

pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional tertladap 
bentuk dan kondisi fisik panlai. 

Kawasan sernpadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdapat di sepanjang daerah aliran sungai yang tersebar di 
Kabupaten Pesisir Sara!, dengan kelentuan : 
a.	 daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan Iebar paling 

sedikil50 (lima puluh) meter dan kaki langgul sebelah luar; 
b.	 daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luw 

kawasan permukiman dengan Iebar paling sedikil 100 (seratus) 
meter dan Iepi sungai; 

c.	 daratan sepanjang lepian anak sungai tidak bertanggul di luar 
kawasan permukiman dengan Iebar paling sedikit 50 (lima pUluh) 
meter dan lepi sungai. 

Kawasan ~ danaul waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hUruf c terdapat di sekitar danaulwaduk yang tersebar di 
Kabupaten Pesisir Sara!, dengan ketentuan : 
a.	 daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meier dan titik pasang air 

danaul waduk tertinggi; atau 
b.	 daratan sepanjang lepian danauJ waduk yang Iebamya 

proporsional lerhadap bentuk dan kondisi fisik danaul waduk. 
Kawasan ruang lerbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d,lerdapat dikawasan perkotaan, dengan kelentuan : 
a.	 RTH privat 10% dan luas kawasan pelllolaan terdin alas : 

pekarangan rumah tinggal, halarnan perilantoran, pertokoan, 
lempat usaha, taman dan lapangan oIahraga; 

b.	 RTH publik 20% dan iuas kawasan perkotaan Ierdiri alas: 
1.	 RTH taman dan hutan kola lerdin alas : taman pekon, taman 

kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hulan kola dan 
sabuk hijau; 

2.	 RTH jalur hijau terdin dan putau jalan dan median jalan, jalur 
pejalan kaki, ruang dibawah jalan layang; 

3.	 RTH lungsi tertentu lerdiri atas : jalur hijau lislrik tegangan 
tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH 
pengamanan sumber ;ir baku (mala air), lapangan olahraga 
dan pemakarnan. 

c.	 lahan RTH didominasi komun~ tumbuhan; 
d.	 ketentuan lebih lanjul rnengenai RTH akan diatur dengan 

Peraturan Daerah. 
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Pasal24 
Kawasan suaka alam, peleslarian a1am. dan eagar bUdaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf d,terdiri alas : 
a kawasan taman nasional bukit barisan selatan; 
b. kawasan eagar a1am raut; dan 
e. eagar bUdaya. 
Kawasan taman nasionar bukit barisan selatan sebagaimana selatan 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. dengan luasan kurang Iebih ~ Ha, 
terseba' di Kabupalen Pesisir Il¥at. 
Kawasan eaga- a1am raut sebagaimana selatan dima-sud pada ayat (1) 
huru! b, dengan luasan kurang Iebih ll.644 Ha, terdapat di Kecamatan 
Bangkunat dan Kecamatan Lemong. 
Rencana Cagar budaya sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) 
hUM C, terdapat di KB8ill'ftataA Karya P8Aggawa daR KS&aRlataA 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

4 

Pasal24 
Kawasan suaka a1am, pelestarian a1am, dan eagar budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurul d, terdiri alas : 
a. kawasan taman nasional bUkil barisan selatan; 
b. kawasan eagar a1am laut; dan 
e. eagar budaya. 
Kawasan taman nasional bukit barisan selatan sebagaimana seJatan 
dimaksud pada ayat (1) hurula, dengan luasan kurang Iebih 186.565 
Ha, tersebar diKabupaten Pesisir Barat. 
Kawasan eagar a1am laut sebagaimana seJatan dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, dengan luasan kurang Iebih 8.878 Ha, lerdapat di 
Kecarnatan Bangkunal dan Kecamatan Lemong. 
Reneana Caga- Budaya sebagaimana selatan dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, terdapat di KabuDalen Pesisir Ba-at 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal25 
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 I (1) 
hurul e,terdiri alas : 
a. kawasan rawan bencana tanah longsor, 
b. kawasan rawan bencana Tsunamil gelombang pasang airiaut 
e. kawasan rawan bencana banjir; dan 
d. kawasan rawan bencana gempa bumi. 
Kawasan rawan bencana Iongsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 
huruf a, ditetapkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, 
Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; 
Kawasan rawan bencana TsunamV gelombang pasang air laut I (3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diletapkan di seluruh 
wilayah pesisir kabupalen; 
Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (4) 
hurul c, dilelapkan di Kecamatan Karya Penggawa, Kecarnatan Way 
Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan. Kecamatan 
Pesisir Selatan, Kecarnatan Ngambur, Keeamatan Ngaras dan 
Keeamatan Bangkunat 
Kawasan rawan beneana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat I (5) 
(1) huruf d,ditetapkan diseluruh wilayah kabupalen; 
Dalarn rangka pencegahan. penanggulangan bencana dan penanganan I (6) 
pasca bencana maka dipel1ukan infrastruktur bencana yang meliputi 
bangunan peringatan dini bencana, jalur evakuasi dan tempat 
penampungan sementara korban beneana. 

Pasal 25 
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 
20huruf e,terdiri alas : 
a. kawasan rawan bencana tanah longsor; 
b. kawasan rawan bencana Tsunami! gelombang pasang airlaut; 
e. kawasan rawan bencana banjir; dan 
d. kawasan rowan bencana gempa bumi. 
Kawasan rawan bencana Iongsor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, ditetapkan di Kecarnatan Lemong. Kecamatan Pesisir 
Utara. Kecamatan Karya Penggawa dan Keeamatan Way Krui; 
Kawasan rawan beneana Tsunami! gelombang pasang air laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diletapkan di seluruh 
wilayah pesisir kabupaten; 
Kawasan rawan beneana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hUruf c, ditetapkan di Keeamatan Karya Penggawa, Kecamatan 
Way Krui. Kecamatan Pesisr Tengah, Kecamatan Krui Selatan, 
Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan 
Ngaras dan Kecamatan Bangkunat 
Kawasan rawan beneana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, ditetapkan diseluruh wilayah kabupaten; 
Dalam rangka pencegahan, penanggulangan beneana dan 
penanganan pasca beneana maka diperiukan infraslruktur bencana 
yang meliputi bangunan peringatan dini bencana, jalur evakuasi dan 
tempat penampungan sementara korban bencana. 
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Pasal 24 disempumakan dengan 
merubah luasan kawasan yang 
disesuaikan dengan Peta Rekomendasi 
BIG 

Pasal 25 dlsarankan agar: 
- dibuatkan titik - titik evakuasi bencana 

yang akan dibuat pas - pos evakuasi 
- Dibuatkan jalur evakuasi untuk 

mempermudah ketika terjadi beneana 
- Agar memperhatikan Izin tambang pas; 

karena rekonslruksinya memakan biaya 
yang besar 

- Sharing pendanaan dengan Pemerintah 
Provinsi dalam pembuatan peta rawan 
beneana 

LI I [ [I 
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Pasal27 
(1 ) Kawasan peruntukan hulan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 

26 hurut a, terdiri alas hulan produksi lertlatas dengan luas kurang Iebih 
~ Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir 
Utara, Kecannatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan 
Pesisir Tengah. Kecannatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, 
Kecannatan Ngaras, Kecamatan Bangkunat. 

(2)	 Kawasan peruntukan hulan produksi sebagimana dimaksud pada ayat 
(1) dikembangkan dengan pela ~ulaA lafllll'A Fakyal (loR:Rj. 

PasaJ 28 
(1 ) Kawasan perunlukan perlanian sebagaimana dimaksud pada PasaJ 26 

hUruf b, dengan luasan kurang lebih ~Ha1erdiri alas : 
a.	 kawasan penanian tanaman pangan; 
b.	 kawasan penanian hortiku~ura; 

c.	 kawasan perkebunan; dan 
d.	 kawasan petemakan. 
Kawasan pertanian tanarnan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat~ 
(1) huruf a ~OAlLaA Iwas kW"'Allle9i~ 39.449 Ha !erdir; dari sawah dan 
non sawah dikembangkan di K0611lllataA bOAlO All, Pesisir Ulara, 
Kecamatan Karya Penggawa. Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir 
Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, 
Kecamatan Ngambur, KSS9I'1ataR ~JgaFa8, KeBaFAataA iaAglliWRiH daA 
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PasaI27 
(1)	 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 26 hUruf a, terdiri alas hutan produksi terbatas dengan luas 
kurang lebih 29.257 Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, 
Kecamatan Pesisir Utara. Kecarnatan Karya Penggawa, Kecamatan 
Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Kecamatan Pesisir Selatan, 
Kecamatan Ngambur, Kecannatan Ngaras, Kecarnatan Bangkunat 

(2)	 Kawasan perunlukan hulan produksi sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) dikembangkan dengan DOIa keriasama dalarn ranllka 
pening!satan produktivitas hasil hulan beruoa kayu maupun non 
!m!. 

PasaJ 28 
(1 ) Kawasan perunlukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 

26 huruf b, dengan luasan kurang tebih 57.207 Ha, !erdiri alas: 
a. kawasan pertanian tanaman pangan; 
b. kawasan pertanian hortikultura; 
c. kawasan perkeblman; dan 
d. kawasan petemakan. 

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) huruf a, terdiri dari sawah dan non sawah dikembangkan di 

' Kecarnatan Pesisir Utara. Kecamatan Karya Penggawa, Kecarnatan 
Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecannatan Krui Selatan. 
Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur. 

(3) Kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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Pasal 27 disempurnakan dan disarankan 
agar pengernbangan klJNasan hulan 
produksi tidak telfokus pada HUlan 
Produksi Terbatas (HPT) maupun HUlan 
Tanarnan Rakyat (HTR) karena perizinan 
yang diterbilkan merupakall kewenangan 
Pemerintah Prollinsi dan Kementerian 
LHK, Pemanfaatan ruang sebaiknya 
mengikuti prosedur Kernen LHK, temlasuk 
izin pemban<,junan infrastruktur 

Pasal 28 disempumakan dengan 
menambahkan ayal (7) bau, yang 
mengatur tentang kewajiban l'emkab 
Pesisir Barat agar mencantumkan besaran 
luasan dan penetapan sebaran lokasi 
Kawasan pertanian tanaman pan<,jan yang 
menjadi Lahan Pertanian Pangan 
BerkelanjUlan (LP2B) pada ayat (7) sesuai 
ketentuan UU No. 41 Tahun 2009 

KS9QfAataA PYla.. Pi&8Ri. 
(3)	 Kawasan pertanian hoItikullura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hUruf b. BBASiA IYS6 kYFaAg 18~iA Sg, "'a, dikembangkan di KessFRtHaA 
beAlo!1t. Kecamatan Pesisir Utara, Kecarnatan Karya Penggawa, 
Kecamatan Way Krui. Kecamatan Pesisir Tengah. Kecamatan Krui (4) 
Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan 
Ngaras, Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Pulau Pisang. (5) 

(4)	 Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dengan luasan kurang lebih ~1.~Ql Wa. dikembangkan K06alllillaA (6) 
bSAol9AB, K86RataA Krui SeiataR Ke6a~ataR Pesi6ir SeiamR, 
K99a~ataR ~JBRtJwr, K86iRoataA tJgaFae, K868M_ liaAgkYRat eSR 
"BeeRIER PylatJ FJiS8Ag. (7) 
Kawasan pe!emakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d~ 

hUruf b, dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan 
Karya Penggawa, Kecannatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. 
Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan 
Ngambur. 
Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dikernbangkan diKabupaten Pesisir Barat 
Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUruf d 
dikembangkan diKabupaten Pesisir Barat 
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikernbangkan dengan pola agropolitan yang diletapkan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kawasan pertanian tanaman pangan yang menjadi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjulan (LP2B) dikembangkan dan ditetapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang belIaku.~eRgaR Iwas ItYFaRg 18~i~ 171 I-Ia, dikembangkan di Ke9aFMataA UgaFafi 

eaR K8e~a1aA iaAgltYAal 
(6)	 Kawasan perunlukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikembangkan dengan pola agropolilan yang diletapkan dengan I
 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 . 

\ 

I 

I 
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PasaI29 Pasal29 
(1)	 K"""'San perunwkan penkanan sebagalmana dimaksud peda Pasal 26 huru! e, (1) Kawasan peruntukan periJ<anan sebagaimana dimaksud pala PasaI26 huruf 

dengan lu...n kurang lebill i.QQB Ha terdin atas : c, dangan iuasan kurang lebih 3.708 Ha terdin alas : 
a.	 kawasan penmtuken penkanan tangkap; a.	 kawa..nperunlukan penkanan langkap; 
b.	 kawasan peruntukan budidaya penkanan; dan b.	 kawasan peruntukan budldaya perikanan; dan 
c.	 kawasan pengolahan ikan. c.	 kawasan pengolahan ikan. 

(2)	 Kawa..n perunlJkan penkanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayal (I) (2) Kawasan perunlukan perikanan langkap sebagaimana dimaksud pada ayal 
huru! a rneliputi Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan (1) huruf a malipuli Kecamatan BangkunaL Kecamatan Ngaras, Kecamatan 
Ngambur, Kecamalan Pesisi' Selatan, Kecamalan Krul Selalan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamalan Krul Selatan, Kecamatan 
Pe~sir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamalan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Keeamatan Karya Penggawa, Kecamalan Pesisir UIara, 
Kecamatan l.emong dan Kecamatan Puiau Pisang. Kecamatan Larncng danKecamatan Pulau Pisang. 

(3)	 Kawasan peruntukan budiJaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Kawasan peruntu1<an budidaya penkanan sebagaimana dimaksud pada ayal 
huru'b melipuli : (1)hurufb meliputl: 
a.	 budldaya ai' lawar dil<emOOngkan di Kabupaten Pesisi' Baral; a.	 budiJaya airlawar dikembangkan di Kaibupeten Pesis~ Barat; 
b.	 budldaya airlauldi<embangkan diKabupalen Pesisi' Barat dan b.	 budidaya air laut dikembangkan di Kabupslen Pesisir Barat dan 
c.	 budidaya air psyau dikemOOngkan di Kecamatan Bangkunal dan c. budidaya air payau dikemOOngkan di Kecamatan Bangkunal dan 

Kecamalan Ngaras. Kecamatan Ngaras. 
(4)	 Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagsimana dimaksud psda ayal (1) (4) Kawasan peruntukan pengaiahan ikan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 

huru! c meliputi Kecamatar Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisi, huruf c meliputl Keeamatan Bangkunal, Kecamalan Ngaras, Kecamalan 
$olatan, Kecamalan Pesisir Tengah, Kecamalan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisi, Selalan, Kecamalan Pesisir Tengah, Kecamalan Karya Penggawa, 
Lemcng dan Kecamalan Pulau Pisang. Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang. 

(5)	 Kawasan peruntukan penkanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (5) Kawasan perunlukan penkanan sebagaimana dimaksud pada aya! (1) 
dl<embangkan dangan pola minapolilan dan diletapkan dangan kapulu..n dikambangkan dangan pola minapolitan dan dnetapkan dengan kaputu..n 
bupeli. bupeli. 

Pasal30 Pasal30 
(1)	 Kawasan perunbJkan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pass (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada 

26 huruf d, dengan luasan sekitar 4llQ Ha, dikembangkan di Kabupaten Pasa/ 26 huruf d, dengan luasan sekitar 20 Ha, dikernbangkan di 
Pesisir Baral Kabupaten Peslsir Barat 

(2)	 Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dirnaksud pada ayal (2)	 Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada 
(1) dilakukan ditentukan berdasa1Gln peraturan perundang-undangan ayal (1) dilenbJkan berdaS3l1<an perabJran perundang-undangan 
yang berlaku. yang berlaku. 

Pasal31 Pasal31 
(1)	 Kawasan peruntukan incustn sebagsimana dimaksud pada Pasal 26 huru! I (1) Kawassn peruntukan industri sebagaimana dimaksud pala Pass 26 hUruf 

e,dengan luassn seknar~ Ha, terdiri atas: e,dangan luasan sakila, 78Ha, lerdin atas: 
a.	 Kawasan perunlukan incustn bessr, a.	 Kawasan perunlukan incustn bessr, 
b.	 Kawasan perunlukan incustn .......; dan
 b.	 Kawasan perunlukan industri menenaah: dan 
c.	 Kawasan peruntukan industn kecill industn rumah tanggs. c.	 Kawasan peruntukan incustri keeUI industn rumah tangga. 

(2)	 Kawasan perunlukan indusln besa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru' I (2) Kawasan perunlukan industri bess, sebagaimana dimaksud pala ayal (1) 
a, dikembangkan di Kecamatan Bangkunat danlateu Kecamalan Pesisir Selatan. huru! a, dikemOOngkan di Kecamatan Bangkunal dan/alau Kecamalan 

Pesisjr Selatan.(3)	 Kawasan peruntukan industri """""" sebagaimana dimaksud pada ayfi.(1)huru! 
b, di Kabupeten Pesisir Barat.	 I (3) Kawasan perunlukan industn Menenoah sebagaimana dimaksud pada ayall 

(4)	 Kawasan perunlukan industri keell sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huru! c, . (1) hurufb, di Kabupalan Pesisir BaraL 
dikemOOngkan di permukiman (indusln rumOO tangga) dan kawa..n wisata I (4) Kawassn peruntukan indusln k0011 "'bagaimana dimaksud pads ayal (I) 
(senlra incustri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Ba,at. huruf c, dikembangkan di permukiman (industri rumah Iangga) dan kawasan 

wisala (senlra induslrl kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisi' Barat. 

Pasai29 disempumakan 
a	 Tel1<an dengan luasan kawasan IaJt leIah 

diaturdalam RZWP3K 
b.	 Aga, tidak memfokuskan pada sUaW 

wilayah guna mempem1udah 
pengemOOngannya 

Pasal 30disempurnakan dengan rr61Jbah 
luasan kaNasan dan kaNasan 
pertambangan pada kawasan Iindung 
dapal dilaksanakan setela~ adanya izil 
dan Kementerian lHK 

Pasal 31 disempumakan dengan merubdl 
luassn kawasan dan sesuai Permenpenn No. 
64 Tahun 2016 kawasan induotri lerbagi alas 
Industri Besar, Industri menengll dan Induslri 
Keeil, 



2 

I 
43 

PasaI32 
(1)	 Kawasan peruntukan partNisala sebagaimana dlmaksud pada Pasa 26 huruf f I (1) 

dangan luasan kurang ieb~ :l74 Ha, tallliriatas : 
a.	 kawasan peruntukan pariwisala budaya; 
b.	 kawasan perunlukan pariwisala ..am; 
c.	 kawasan peruntukan pariwisala buatan; d2l1 

(2)	 Kawasan perunlukan partNisala bOOaya sebagaimana dimaksOO pada ayat (1) I (2) 
huruf a, dikermargkan pada daerah yang memUiki potensi ekrjslt iests budayaII 

dl Kabupelen Pesisir Bara~ anlara lain Makam Abang Kunat Goa Matu, Makam 
Gajah Mads. Makam Syelkh AminuUah, Kampung Wisata, Foeti' till T81~k G'-SII, 
Makam TokDh Adaldan Sumur Putsri; 

(3)	 Kawasan perunlukan pariwisala a1am sebagaimana dimaksud pada ayal (1)huruf I (3) 

Pasal32 
Kawasan peruntukan pariwisala sebagaimana dimaksud pada PasaI26 huruf 
t dangan luasan kurang lebih 438 Ha, lerdiri alaa : 
a. kawasan peruntukan partNisala budaya; 
b. kawasan peruntukan pariwlsata a1am; 
c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan 
Kawa.an peruntukan pariwisata bu<!aya sebagaimana dimaksOO pada ayat 
(1) hUruf a, dikembangkan pada daerah yang memill<i potens! daya lank 
wioala budaya di Kabupaten Pesisir Barat, anlara lainMakam Abang Kunat, 
GoaMatu, Makam Gajah Mada, Makam Syel<h Am;,ullah, Kampung Wisata, 
Makam Tokoh Adal dan Sumur Puleri; 
Kawasan perunlukan partNisala a1am sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b,dl!<embangkan pada daerah yang memili<i polensi daya Ialil< wisaIa 
a1am di Kabupaten Pesisir Bara~ antara lain Kawasan Tambling, Panlai 
Ujung Bangkuna~ Panlai Tefuk Ngaras, Way Cangkuk, Panlai Curup Indah, 
Rhino Camp, Panlai Sukanegara, Panlai Siging, Panlai Sumber Agung, 
Panlai Tanjung Salia, Panlai Way Jambu, Pantai Pasar San~, Panlai 
Melasti, Panlai Biha, Panlai Marang, Panlai Mandiri, Panlai Lintik, Panlai 
Walur, Panlal Uahan, Panla! Labuhan Jukung, Panlai Way Rodak, Panlai 
Seral, BukU Seialaw, Panlai Muara Way La'ay, Panlai Harapan Kila, Panlai 
Way Sindi, Panlai pasir Hilam, Panlal Tembakak, Panlai Penengahan, Balu 
Lawang, Panlai Walur Pesisir Utara, Air Terjun RalaAgung, Air Te~un Way 
Nyereil<, Panlai Pugung dan Pulau Pisang; 
Kawasan peruntukan partNisala bualan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurut c, dlkembangkan di Kabupalen Pesisir Barat, anla.. lain : 
Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala 
Stabas, Kawasmlabuhan Jukung dan Kawasan lanjung Selia; 
Kawasan perunlukan partNisala sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf 
C dil<embanokan dengan pembenlukan Kawasan Ekonomi Khusus Zona 
Pariwisata; 
Kawasan perunlukan partNisala sebagaimana dimaksud pads ayal (1) akan 
dialur lebih ianjut daiam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 
kabupaten dan dilelapkan dangan peraluran daerah. 

Pasal33 
Kawasan perunlukan pennukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 
hurufg,dangan tuasan seknar 5.058 Ha, tardiri alas : 
a.	 kawasan peruntukan pennukiman peri<olaan; dan
 
b. kawasan peruntukan pennukiman perdesaan.
 
Kawasan perunlukan pennukiman peri<otaan sebagaimana dimaksud pada
 
ayal (1) huruf a melipuli: Kecamatan Bangkunat, Kecamalan Pesisir Selalan,
 
Kecamalan PesisirTengah, dan Kecamatan Lemong.
 
Kawasan peruntukan pennukiman perdesaan sebagalmana dimaksud pada
 
ayal (1) hUruf b meilpUli: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras,
 
Kecamalan Ngambur, Kecamalan Krui Salalan, Kecamatan W", Krui,
 
Kecamalan Karya Penggawa, Kecamalan Peslsir Ulara.
 
Rencana kawasan peruntukan pennukiman peri<olaan sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (2) akan dilindaklanjuli dengan penyusunan Rancana
 
Detail Tala Ruang kawasan peri<olaan yang dltetapl<an dengan Paraturan
 
Daerah.
 , 
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Pasal32 disempumakan dongan nnerubah 
a.	 luasan kawasan 
b.	 sesuai kelentuan UU No. 10 Tahun 2009 

nomenkiatur Objek Wisala diubah menjadi 
Daya TarikWisata. 

c.	 Festival Teluk Stabas merupakan even 
bukan kawasan pariwisala 

d.	 Pembentukan KEK, Sasuai Pemnenpar 
tuasan IOOan yang dibutuhkan minimal 200 
Ha sebegai wUayah dongsn polen&i 
pariwlsate untuk nu agar mengembangkan 
periwisala sebagai Ioku' utema kabupalen 
unluk meningkalkan perekonomian wilayah. 

e.	 Jarak bandara dangan daya lar!< wisata 
minimal 2 jam perjalanan Jika banda.. 
ekslsting tidak memadai dapal dicankan 
a1tematn lainIokasinya. 

Pasal 33 disempumakan dengan merubah 
luasan kawasan 

b, dikembqkan pata daersh yang memKiki potensi 8Bjlli "qs. alam di 
Kabupalen Pesisir Bara~ anlara lain Kawasan Tambling, Panlai Ujung 
Bangkuna~ Panlai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Panlai Curup Indah, IlIliRe 
~,Panlai Sukenegara, Panlai Siging, Panlai Sumber Agung, Panlai Tanjung 
Selia, Panla; Way Jambu, Panlai Passr Senin, Panlai Melasti, Panlai Biha, 
Pantaj Marang, Panlai Mandiri, Pantai Linlik, Panta; W"ur, Panlai lIahan, Panlal 
Labuhan Jukung, Panlal Way Rodak, Panlal Serai, Buki! Selalaw, Panlai Muara 
Way La'ay, Panlai Harapan Kna, Panlai Way Sindi, Panlai paslr Hllam, Panlai 
Tembakak, Panlai Penengahan, Batu Lawang, Pantai Walur Pesisir Ulara, Air 
Terjun Rata Agung, AirTerjun Way Nyen:ik, Panlai Pugung dan Pulau Pisang; 

(4)	 Kawasan peruntukan pariwisa!a buatan sebagalmana dimakaud pada aya! (1) 
huruf c, dlkembangkan di KabUpalen Peslsir Barat, anlara lain : Penakaran 
Penyu Muara Tembulih, 8endungan Way Biha, Pelabuhan Kuala S\abas, 
Kawasan labuhan Jukung dan Kawasan Ianjung Selia; 

(5)	 Kawasan peruntukan pariwlsata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C 

~aAlaRf.BelsRR;a diaRltlltSA FAelal~i Jl8ff188AlYli8R Kawasan Ekonomi Khusus 
Zona Pariwlsata; 

(6)	 Kawasan peruntukan pariwisala sebagaimana dimaksud pada ayal (1) akan 
dialur lebih lanjul d"am Rencana Induk Pengembangan PartNisata Daerah 
kabupatan dan dilelapkan dangan peraturan daerah. 

Pasal33 
(1)	 Kawasan peruntukan pennukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf I (1) 

g,dengan tuasan sekilaril.iQ:l Ha, tardiri atas: 
a.	 kawasan perunlukan pennukiman peri<olaan; dan 
b.	 kawasan perunlukan pennukiman pelllesaan. 

(2)	 Kawasan peruntukan pennukiman peri<olaan sebagaimana dimaksud pada ayal I (2) 
(1) huruf a melipuli: Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Pesisir Salalan, 
Kecamalan PesisirTengah, dan Kecamalan Lemong. 

(3)	 Kawasan perunlukan pennuklman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayal I (3) 
(1) hurut b meliputi: Kecamalan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan 
Ngambur, Kecamatan Krui Salatan, Kecamalan Way Krui, Kecamalan Karya 
Penggawa, Kecamatan Peslsir Utara. 

(4)	 Rencana kawasan peruntukan pennukiman peri<otaan sebagairnana dimakaud I (4) 
pads ayal (2) akan dRindli<ianjuli dongan penyusunan Rancana Detai Tala 
Ruang kawasan peri<olaan yang ditetapkan dangan Peraluran Daerah. 

(4) 

(5) 

(6) 
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(1 ) 
Pasal34 

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal26 hUruf h,meliputi : 
a. kawasan peruntukan pertahanan kearnanan; dan 
b. kawasan peruntukan wilayah pesisr dan pulau-pulau keei!. 

(1) 
Pasal 34 

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasal26 hurufh, meliputi : 
a kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan 
b. kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil. 

Pasal 34 disempumakan dengan merubah 
kawasan pertahanan dankesmanan diBWa~ 

dengan hirarki yang lebih tinggi, 'eperti 
Kodim, Polres, Koramil. Pclsek dan 
seterunya 

(2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimallsud pada ayal (1) (2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimalQ;ud pada ayat 
huruf a, adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan 
kearnanan dimasing - masing kecamatan, meliputi : 
s. PelF86 ~i KStilYfJateA Pesisir 8_ (1) hUruf a, adaJah pembangunan dan peningkatan kawasan 

pertahanan kearnanan dimasing ­ masing kecamatan, meliputi : 
a. Kodim diKabuDaten Pesisir Bara! 

b. P8leek IIi &8&i8fJ KsealMlaA "ada "ilwjaR Ka~YfJiieA P8&ieir 9_ b. Polres diKabuDa!en Pesisir Barat 
6. KetlilM di KataHfJateA Pesisir 8aFat; e. Koranil di Se1iap Kecamatan Dada Wilavah Kabupaten Pesisir 
d. KSFaFRil 04d3 91 befl'SAS; Barat dan 
e. KSFQM.l 0423 03Pe&i&ir Sela&aA; daA d. Poisek di Se1iap Kecamatan pada Wilavah Kabuoaten Pesisir 
f. "'raMil 94113 03 Pesi&ir leAlaA. ~ 

(3) Kawasan wilayah pesisir dan pulau ­ pulau keeil sebagaimana dirnaksud (3) Kawasan wilayah pesisir dan pulau - pulau keeil sebagaimana 
pada ayat (1) huruf b, terdin dan : dimaksud pada ayat (1) h\JUfb, terdin dan: 
a. wilayah pesisir telsebar di Kabupaten Pesisir Baral; dan a. wilayah pesisir tersebar diKabupaten Pesisir Barat dan 
b. pulau - pulau keeil meliputi pulau pisang dan pulau betuah b. pulau ­ pulau keeil meliputi pulau pisang dan pulau betuah 

(4) Kawasan wilayah pesisir dan pulalJ- pulau keeil sebagairnana dimaksud (4) Kawasan wilayah pesisir dan pulau- pulau keeil sebagaimana 
dalarn ayal (3), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan­ dimaksud dalam ayat (3), akan dialur lebih lanjut dengan peraturan 
undangan yang berlaku. perundangan-undangan yang berlaku. 

10 Arahan Pemanfaatan BABVI BABVI 
Ruano ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal40 PasaI40 Pasal 40 agar dilambal1l<an ayal 
(1 ) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39ayal (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 penjelasan mengenai tahapan jangka 5 

(2) disusun berdasar1<an indikasi program pembangunan yang ditetapkan ayat (2) disusun bet'dasillkan indi<asi program pembangunan yang (lima) lahunan dalam indikasi program 
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan daIi ditetapkan daJarn Lampran IV yang merupakan bagian tidak ulama, yaitu: 

(2) 
Peraturan Daerah ini. 
Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber daIi Anggaran (2) 

terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. 
Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dan Anggaran 

a. lahap I berupa 5lahun pertama (2017 ­
2022) yang terbagi alas program 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja lahunan; 
Daerah, investasi swasla dan kerja sama pendanaan. Daerah, investasi swasta dan kerja sarna pendanaan. I b. tahap II berupa 5 tahun kedua (2023­

(3) Kerja sarna pendanaan dilaksanakan sesuai dengan kelentuan peraturan (3) Kllfja sarna pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 2027); 
perundang-undangan. peraturan perundang-undangan. e. lahap III berupa 5 tahun ketiga (2026­

2032); dan 
d. tahap IV berupa 5 tahun keempat 

(2033·2037). 
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11 I Pangendalian Pemanfaatan BABVII 
Ruano KETENTUAN PENGENDAUAN PEMANFAATAN RUANG 

PasaI44 
(1) Sebap keglalan yang berkaitan dengoo pemanfaatan ruang harus mendapal iIin 

langsung daribupati atau pejabat yang dibentuk. 
(2) Janis perizinan larkall pernanfaatan ruang yang ada dl kabupalen, sebagaimana 

dimaksud pada aya! (1), lardlri dart : 
a. izin pnnsip; 
b. iIin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; 
d. iIin mendlrikan bangunan; dan 
a. izin lain beldasark.., peraluran perundang-undangan. 

(3) lzln pemanfaalan ruang diJerikan untuk : 
a. pemanfaatan ruang seauai dangan rencana lataruang, peraluran zonasl dan 

standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; 
b. mencegah dampak negalW pemanfaatan ruang; d1Il 
c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. 

(4) lzin pemanfaat.., ruang yang menjedl kewenangan pemerintah kabupalen dan 
pemerintah provinsi diben1<en kepada caIon pengguna ruang yang akan 
melakukan keglatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona 
berdasarkan rencen tata ruang. 

(5) lzln pemanfaal... ruang untuk kaglatan pemanfaalan sumber daya alam diatur 
sasual dang... kalentuan peraturen perundang-undangan. 

(6) Khusus untuk iIin pendirian rumah ibadah diatur sesuai dangan peraturan 
perundang-und1llgan yang beriaku; 

(7) llin prinsp sebagaimana dlmaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah ilin yang 
dlbarikan ben:lasarkan rencana lata ruang. 

(8) llin lokasi sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah ~in yang 
diberikan kepada perusahaan dan/alau perorangan untuk memperoleh tanah 
yang dlpartukan dalam rangka penanaman modal yang bertaku pula sebagal lzin 
pemlndahan hak dan untuk menggunakan lanah dlmaksud guna kapertuan 
usaha penanaman roodalnya. 

(9) Izin penggunaan pemanfaalan tanah sebagaimana dlmaksud dalam ayal (2) 
huruf C, marupakan ilin yang dlberikan beldasarkan ~in lokasi. 

(10) llin mendlrikan bangunan sebagaimana dlmaksud dalam ayal (2) huruf d, 
merupakan izin yang diJerikan beldasarkan rencana detail tata ruang dan/atau 
peraturan zonasi. 

(11) llin lain beldasarkan peraturan perundang-undangan selbagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf a, merupakan Illn lain seauai dangan perundang ­
undangan bartaku bidang penalaan ruang. 

(12) !lekanleme perilinan sebagalmana dlmaksud daiam ayat (2) hUM a sampai 
dangan huruf e dialu! lebih lanjut dengan peraturan bupali. 

D .......11:1 

BABVII
 
KETENTUAN PENGENDAUAN PEMANFAATAN RUANG
 

Pasal44 
(1)	 Setiap kegiatan yang berkailan dangan pemanfaalan ruang barus mendapal 

izjn langsung dan bupatl atau pejabat yang dllentuk. 
(2)	 Janis perizinan Ierkail pernanfaatan ruang yang ada di kab~alen, 

sebagalrnana dimaksud pada ayat (1), Ierdiri dari: 
a.	 izin prinsip; 
b.	 ooretlilan lokasi; 
c.	 izin Iokasi; 
d.	 ~In penggunaan pemanfaatan tanah; 
e.	 izin mendirikan bargunan; dan 
f.	 iIin lain beldasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3)	 lzln pemanfaatan ruang diJerikan untuk : 
a.	 pemanfsatan ruang lleSUal dangan rencana tata ruang, peraturan 

znnasl dan s1andar pelayanan minimal bidang penalaan ru8Og; 
b.	 mencegah dampak negatit pemanfaatan ruang; d.., 
c.	 mellndungi kepenllngan umum dan maayarakat luas. 

(4)	 lzjn pemanfaalan ruang yang manjadl kewenangan pemerinlah kabupalen 
danpemerintah provlnsl diJerikan kepada calon pengguna ruang yang akan 
melakukan kegialan pemanfaalan ruang pada sualu kawasan alau zona 
berdasarkan rencan tata ruang. 

(5)	 llin pem..,faatan ruang untuk keglalan pemanfaatan sumber daya alam 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6)	 Khusus untuk izjn pendirian rumah Ibadah dlatur sesual dengan peraluran 
perundang-undangan yang bertaku; 

(7)	 lzln prinslp sebagaimana dlmaksud dalam ayat (2) huruf a, adaiab ~In yang 
dlberikan baldasarkan rencana tata ruang. 

(8)	 Ilin Iokasl sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah izin yang 
diberikan kepada perusahaan danlatau perorangan untUk memperoleh tanah 
yang dlpertukan dalam rangka penanaman modal yang bartaku pula sebagal 
izin pemindahan hak dan unlul< menggunakan Ianah dimaksud guna 
keperluan usaha penanaman modalnya. 

(9)	 llin penggunaan pemanfaatan tanah sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf c, merupakan ilin yang diJerikan beldasarkan Illn lokasi. 

(10) Ilin mendirikan bangunan sebagaimana dlmaksud dalam ayal (2) huruf d, 
merupakan ~in yang dlberikan beldasarkan nencana detail tala ruang 
danlatau peraturan zonasi. 

(11)	 Ilin lain beldasarkan peraturan perundang-undangan sebegalm..,a 
dlmaksud dalam ayat (2) huruf e, merupakan ilin lain sesuai dangan 
perundang - undangan bertaku bidang penataan ruang. 

(12)	 !lekanleme perizinan sabagaimana dlmaksud dalam ayat (2) huruf aaampal 
dengan huruf edlatu! tOOlh lanjut dangan peraluran bupali. 

Pasai 44disempumakan 
1. llin	 pemanfaalan ruang harus sesuai 

dengan RDTR dan peraturan zonasl, yang 
diletapkan paling lama 3 (Iiga) tahun 
setelah RTRW dilstapk..,. 

2.	 agar ditambahkan penetapan lokasi bagl 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
sa""aI katantuan UU No. 2Tahun 2012 

Pasal 51 dihapus karena akan dlalur pada 
&eMap 8FaRg yeRH Al91a1a:dtaR pslaAggaroaR ter*adap FeR&BAa tala nl9AB yeAH Bab tersendiri, dengan adanya 
mlat. lfItetaplEQR 8a~at ElilEBRaltaA &aAksi pisana &8&yaj ~8AgaA IEsteRtuaR penghapusan Pasal, maka Pasal ..	 ," ... 

'I berikutnya menyesuaikan 
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14 KetentlJan Pidana BAB•••• 
KETENTUAN P1DANA 

Pasal... 
(1) Setiap orang yang melangga- ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ... Isebulkan pasal yang dirujuk). diancam pidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
penataan ruang, 

(2) T1ndak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) adalah 
pelangga-an, 

Tambahkan Bab baru yang mengatur 
tentang Ketentuan Pidana sesuai 
ketentuan UU No, 26 Tahun 2007 dan 
Lampiran II C.3 UU No, 12 Tahun 2011 
dengan adanya penambahan Bab. maka 
Bab dan PasaJ selanjutnya menyesuaikan 

15 I Ketentuan Perafihan 

(1) 

(2) 

BABXJ 
KETENTUAN PERAUHAN 

PasaJ 64 
Dengan ber1akunya Peraturan Daerah ini. maka semua peraturan 
pelaksanaan yang IJert(aitan dengan penataan ruang daerah yang telah 
ada dinyatakan ber1aku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum 
diganti berdasar1<an Peraturan Daerah ini, 
Dengan ber1akunya Peraturan Daerah ini, maka: 
a, izin pemanfaatan ruang yang telah dike/uakan dan telah sesuai 

dengan ketentlJan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan 
masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluar1<an tetapi tidak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya. ilin tersebut 
disesuaikan dengan lungsi kawasan berdasarkan Peraturan 
Daerlil ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya. pemanfaatan 
ruang dilakukan penyesuaian dengan lungsi kawasan paling 
lambat i-jIiRlaj tahun setelah berlakunya peraturan daerah inl; 

3. untuk yang sudah dnakSanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan lungsi 
kawasan berdasar1<an Peraturan Daer.i1 ini, izin yang lelah 
dilerbilkan dapat dibataJkan. 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesual 
dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diseiengga-akan tanpa izin 
dilentukan sebagai berikut: 

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 
pemanfaatan ruang yang bersangkutan dilertibl;an dan 
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. dipercepat 
untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 

II) 

(2) 

I 

BABXJ 
KETENTUAN PERAUHAN 

PasaJ 64 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 
pe/aksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang 
telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak ber1entangan dengan 
dan be/um dlganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
Dengan ber1akunya Peraturan Daerah ini. maka: 
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluakan dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai 
dengan masa ber1akunya; 

b. illn pemanfaatan ruang yang telah dlkeluakan letapi tidak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku 
ketentuan: 
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya. ilin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasar1<an 
Peraturan Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya. 
pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan lungsi 
kawasan paling lambat 2 (dual tahun selelah ber1akunya 
peraturan daerah ini; 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidal( 
memungkinkan untlJk dilakukan penyesuaian dengan lungsi 
kawasan berdasar1<an Peraturan Daerah ini, izin yang Ielah 
dilerbi1l<an dapat dibatalkan. 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai 
dengan Peraturan Daerlil Ini dilakukan penyesuaian 
berdasar1<an Peraturan Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselengga-akan tanpa izin 
dilentukan sebagai berikut 
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 

pemanfaatan ruang yang bersangkutan dilertibl;an dan 
disesuaikan dengan Peraturan Daerah Ini; 

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 
dipercepal untuk mendapalkan izin yang diperlukan., 

PasaJ 64 disempumakan 

\ 
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12 Kelembagaan BAS VIII 
KELEMBAGAAN 

BAB VIII 
KELEMBAGAAN 

(1 ) 

(2) 

PasaI52 
Dalam mngka koordinasi penataan ruang dan ke~asama anlar witayah, dibentuk 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 
Tugas. susunan organisasi, dan lata ke~ badan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)aietuF~8Fi'88Ii~iBA peraturan perundang-undangan yang berlalc;u. 

(1) 

(2) 

Pasa/52 
Dalam rangka koordinasi penalaan ruang dan ke~asama anlar wiayah, 
dibentuk Badan Koordinasi Penalaan Ruang Daemh. 
Tugas, susunan orgsnisasi, dan lats ke~a badan sebaga",ana dimaksud 
pada ayat (1) berpedoman pada peralumn perundlWlQ-undangan yang 
beriaku. 

Pasal 52disempumakan 

13 Penyidikan . 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

BAB..... 
PENYlDlKAN 

Paeal.... 
Selain pejabat penyidik K"""lisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 
Nagari Sipil tertentu di lingkungan organissei pemngkal d...mh ya"9 IIngkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang dOOri _nang 
khusus sebagai penyidik unluk membantu pejabal penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dlmaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acsm Pidana. 
Penyidik Pegawai Nagari Sipil sebegaimana dimaksud pada ayal (1) 
be"""nang: 
a. melakukan pemeriksaan alas kebenamn laparan alau kelerangan yang 

belkenaan dang'" lindak pidana dalsm bidang penataan ruaog; 
b. melakukan pemeriksaan terlladap orang yang diduga melakukan lindak 

pidana dalam bidang penataan ruang; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan 

perisliwa lindak pidana daJam bidang penalaan ruang; 
d. melakukan pemeriksaan alas dokumen-dokumen yang belkenaan 

dengan lindak pidana da/am bidang penataan ruang; 
e. melakukan pemeriksaan dl tempallertenlu yang diduga terdapal bahan 

bukli dan dokumen lain serta melakukan penyilaan dan penyegelan 
lerlladap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapal dijadi<an 
bukli dalam pelkara tindak pidana dalam bidang penataan ruaog; dan 

f meminla bentuan tenaga shll deism mngka petaksanaan tugas 
penyidikan lindak pidana dalam bidang penataan ruil'lQ. 

Penyidik Pegawai Negari Sipil sebagaimana dimaksud pads ayal (1) 
memberitahukan dimulalnya penyidikan kepada pejabal penyidl< Kepolisian 
Nagara Republik Indonesia. 
Apabila poIaksanaan kewenaogan eebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
memertukan lindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai 
Nagari Sip. melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolieian 
Negara Republik Indonesia sesuai dangan ketentuan peratumn perundlVlg­
undangan. 
Penyidik Pegawai Negari Sipi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) 
menyampal<an hasil penyidikan kepada penuntul umum melalui pejabat 
penyidik K"""lisianNegam Repwlik Indonesia. 
Pengangkalan pejaba\ penyidik pegawai negeri sipil dan lala cars sarta 
proses penyldik.., dilaksanakan sesua; dangan ketentuan peraluran 
perundang-undangan. 

Tambahkan Bab baru yang mengalur lenlang 
Penyidikan sesuai ketenluan UU No. 26 Tahun 
2007, dengan adanya penambsnan Bab, maka 
Bab dan Pasal selanjulnya menyesuaikan 

(
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Kelenluan Penulop 

3 

BABXlI 
KiliN+IlP.NPENUTUP 
~ 

KewRlwliP IsiFlR)'S )'Mg taBI~Ffl 8wliW~ Elishu ~819Rt PSF8t4iNA Qal" ifIi, eBf3aAj8~ 

JRQRS8RSi tekFlie p3SlakSQABBFl j;!;SRBSFl9 Tela RYSFl! !&I. ayah KHlJJj9leA Peeisir 8e_ 
si&twrlshlR laRjwt elsRlJ1ll PSf8tuJQRI!h'p38ti Elell'slaw KiI~1MI81i1Fl 8l=1~8ij. 

Pasal66 
Daerah Inl mulal banaku pada 1anggal diundangkan. 
Agar saliap orang rnangetahuinya, memerinlahkan pangundangan Paraluran Daarah 
In; dengan panampalannya dalam Lembal1ll1 Daerah Kabupalen Pasislr Baral 

Ditelapkan dl Krui 
P-ada langgal 2017 
BUPAn PESlSlR BARAT 

AGUS ISTIQLAL 

Diundangkan diKrui 
!ladalanggal 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESlSlR BARAT 

4 

BABXlI 
PENUTUP 

-

Pasal66 
Pal1l1ul1ln Daaran Ini mulai banaku pada langgal diundangkan. 

Agar saliap ol1lng mangalahuinya, memenntahkan pengundangan Pa,aturan 
Daerah ini dangan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasisir 
Baret 

Ollelapkan diKnui 
I!adatanggal 2017 
BUPAn PESlSlR BARAT, 

AGUS ISTIQLAL 

Dlundangkan diKrui 
I!adalarggal 2017 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN PESlSlR BARAT. 

5 

Judul BallXII dlubah 

Pasal65 dihapus 
a. sasuai kelentuan angka 210 Lamploan II 

UU No. 12Tahun 2011 dinyatakan bfilwa 
dalam pandelegasian k""""'"'!lan 
rnangatur Wak boIeh adanya delegasi 
blangko, 

b, lJengan adanya pangh~usan pasal, 
maka paaal selanjulnya menyasuaikan 

Paaal66 disempumakan 

Panelapan dan pengundangan disampumakan 
dan pada pajak kin bawah, canlumkan lrase 
pemberlan noma, register raperda sasuai 
katenluan UU No, 12 Tahun 2011 dan 
Permendagri No. eo Tahun 2015 

L 
AZHARI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARATTAHUN 2017 NOMOR ... 

AZHARI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... 
NOMOR REGiSTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG.... , I 

GUBERNUR LAMPUNG.
 

M. RJdfil 
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